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KATA PENGANTAR 
 

 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bapepam-LK 2010 

merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bapepam-LK kepada publik atas kinerja pencapaian visi 

dan misinya pada Tahun Anggaran 2010. Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang 

digunakan oleh Bapepam-LK untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Penyusunan LAKIP Bapepam-LK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 sebagaimana 

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.01/2010.  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bapepam-LK telah menetapkan visi yaitu “Menjadi 

otoritas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan 

industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan non Bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang 

tangguh dan berdaya saing global.” Untuk mewujudkan visi tersebut, Bapepam-LK telah menetapkan 3 

(tiga) misi yaitu misi bidang ekonomi, bidang kelembagaan, dan bidang sosial budaya. Misi tersebut 

selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategik (Renstra) Bapepam-LK Tahun 2010-2014 dan digunakan 

sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT 2010 berisi indikator-indikator kinerja 

yang akan dicapai oleh Bapepam-LK di tahun 2010.  

Indikator-indikator kinerja yang diukur dalam RKT 2010 adalah indikator-indikator yang tertuang 

dalam Kontrak Kinerja (KK) antara Bapepam-LK dengan Menteri Keuangan (KK Kemenkeu-Wide). Dalam 

KK Kemenkeu-Wide dimaksud terdapat 39 indikator kinerja, dimana dari jumlah tersebut, terdapat 3 (tiga) 

indikator kinerja yang menjadi bagian dari indikator kinerja Kementerian Keuangan yang mewakili pasar 

modal dan industri keuangan non bank. Untuk industri pasar modal, indikator kinerja yang diukur adalah 

pertumbuhan nilai transaksi harian di Bursa Efek, dengan capaian sebesar 88,80%. Indikator-indikator 

pendukung untuk indikator utama ini juga mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan, 

antara lain Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEl) mencatat pertumbuhan 

sebesar 46,13%, terbaik di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya, nilai kapitalisasi pasar BEl meningkat sebesar 

60,80%, dari Rp2.019,38 triliun pada akhir tahun 2009 menjadi Rp3.247,10 triliun pada akhir perdagangan 

tahun 2010. Sejalan dengan peningkatan nilai kapitalisasi dimaksud, rasio nilai kapitalisasi pasar terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami kenaikan, dari 35,97% di tahun 2009 menjadi 50,55% di tahun 

2010. 

Peran pasar modal sebagai sumber pendanaan dunia usaha menunjukkan perkembangan yang 

menggembirakan. Di tahun 2010, jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham 
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meningkat sebesar 100%, dari 13 perusahaan menjadi 26 perusahaan dengan nilai emisi mencapai Rp29,51 

triliun, naik 6 kali lipat dari tahun sebelumnya. Total nilai emisi baik melalui penawaran umum perdana 

saham (IPO), penawaran umum terbatas saham (right issue), penawaran umum obligasi dan penawaran 

umum sukuk pada tahun 2010 mencapai Rp113,23 triliun, dan 50%-nya atau sekitar Rp56 triliun digunakan 

untuk ekspansi usaha. 

Selanjutnya, untuk industri keuangan non bank (IKNB) terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang 

menjadi bagian dari indikator kinerja Kementerian Keuangan yaitu jumlah Perusahaan Asuransi/Reasuransi 

yang memenuhi persyaratan minimum RBC dengan capaian sebesar 105,43%, dan Perusahaan Pembiayaan 

yang memenuhi rasio permodalan dengan capaian sebesar 100,89%. Indikator pendukung untuk dua 

indikator kinerja utama ini juga mengalami perkembangan yang positif, total aset perusahaan 

perasuransian di tahun 2010 meningkat dari Rp315,62 triliun atau 5,62% dari PDB menjadi Rp399,60 triliun 

atau 6,22% dari PDB. Sementara itu aset industri pembiayaan juga mengalami pertumbuhan dalam periode 

yang sama, dari Rp174,40 triliun atau 3,11% dari PDB menjadi Rp230,3 triliun atau 3,59% dari PDB. 

Peningkatan beberapa indikator utama pasar modal dan keuangan non bank di atas selain 

dipengaruhi oleh membaiknya kondisi makro perekonomian nasional juga didorong oleh beberapa 

kebijakan dan langkah strategis yang diambil Bapepam-LK dan pelaku industri terkait di tahun 2010. Di 

bidang pengaturan, sepanjang tahun 2010 Bapepam-LK telah mengeluarkan 6 (enam) peraturan baru, 4 

(empat) peraturan di sektor pasar modal dan 2(dua) peraturan di sektor IKNB serta menyempurnakan 11 

peraturan lama. Selain itu, Bapepam-LK juga berperan aktif dalam proses 6 (enam) penerbitan Peraturan 

Menteri Keuangan yang terkait dengan industri keuangan non bank. 

Dalam upayanya untuk menjaga integritas industri, Bapepam-LK terus meningkatkan aktivitas 

penegakan hukum. Di bidang penegakan hukum pasar modal, sampai dengan akhir tahun 2010 Bapepam-

LK melaksanakan 130 proses Pemeriksaan dan 12 proses Penyidikan, baik untuk kasus baru maupun 

kelanjutan proses dari tahun sebelumnya. Dari 130 proses Pemeriksaan tersebut, terdapat 33 kasus yang 

telah selesai diproses dan dikenakan sanksi oleh Bapepam-LK dalam bentuk sanksi administratif dan atau 

perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal. Selanjutnya, 73 kasus yang telah selesai proses 

pemeriksaannya, masih menunggu proses pengenaan sanksi dan proses lebih lanjut dan 24 kasus sisanya 

masih dalam proses pemeriksaan. Sebagai upaya untuk memberikan efek jera, pada tahun 2010, Bapepam 

dan LK memberikan sanksi administratif berupa denda tertinggi yaitu sebesar Rp4 miliar terhadap 

pelanggaran penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan Emiten. 

Aktivitas penegakan hukum di sektor IKNB bermuara pada pengenaan sanksi administratif terhadap 

56 perusahaan perasuransian, 40 dana pensiun, dan 94 perusahaan pembiayaan berupa surat peringatan, 

denda, pembekuan ijin dan kegiatan usaha, hingga pencabutan ijin usaha.  
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Bapepam-LK juga terus melakukan upaya-upaya pembenahan strategis lainnya yang ditujukan pada 

peningkatan perlindungan kepada pemodal, konsumen atau pengguna jasa keuangan dan masyarakat. 

Beberapa langkah pembaharuan strategis ke arah tersebut antara lain berupa aktivasi sistem Acuan 

Kepemilikan Sekuritas (AKSes) untuk investor, pengembangan Straight Through Processing (STP) guna 

meningkatkan likuiditas pasar, dan pengembangan Single Investor Identity (SID) untuk menjamin akurasi 

data dan memberikan kenyamanan kepada investor. Penerapan ketiga sistem tersebut yang diharapkan 

akan beroperasi secara penuh pada 2011 akan dilakukan Bapepam-LK bersama dengan Self Regulatory 

Organisations (SROs) dan pelaku pasar terkait.  

Di industri keuangan non bank, Bapepam-LK menyelesaikan beberapa langkah strategis untuk 

meningkatkan kualitas manajemen perusahaan pembiayaan. Selain itu, untuk memberikan kepastian 

hukum yang lebih komprehensif di industri Modal Ventura, rancangan Peraturan Menteri Keuangan 

tentang Perusahaan Modal Ventura telah diselesaikan dan diharapkan akan segera disahkan pada tahun 

2011. Di industri Perasuransian, Bapepam-LK telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang 

(RUU) tentang Usaha Perasuransian dan Naskah Akademik RUU Pendirian Lembaga Penjamin Pemegang 

Polis. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas tata kelola industri perasuransian, Bapepam-LK telah 

menyusun draft Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Good Corporate Governance penyelenggaraan 

usaha perasuransian. Selanjutnya, untuk mendorong perkembangan industri perasuransian berdasarkan 

prinsip syariah landasan hukum penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha 

reasuransi dengan prinsip syariah telah ditetapkan. Untuk industri Dana Pensiun, beberapa langkah 

strategis yang telah dilaksanakan antara lain melalui pengaturan pelaksanaan Uji Kemampuan dan 

Kepatutan Bagi Pengurus DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus DPLK dan penyiapan infrastruktur 

pendirian lembaga mediasi Dana Pensiun. 

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, 

Bapepam-LK akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar 

kepercayaan publik terhadap pasar modal dan industri keuangan non bank semakin meningkat.  

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Bapepam-LK. 

 
 
  
 Jakarta,    Juni 2011 
 Ketua 
  
 

 
 Nurhaida 
 NIP 195906271989022001 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapepam-LK 

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Bapepam dan LK mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai 

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal; 

b. Penegakan peraturan di bidang pasar modal; 

c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran 

dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal; 

d. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; 

e. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan 

Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 

f. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; 

g. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan; 

h. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan; 

i. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan; 

j. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; dan 

k. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, susunan organisasi Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan terdiri dari: 

a. Sekretariat Badan; 

b. Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum; 

c. Biro Riset dan Teknologi Informasi; 

d. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan; 

e. Biro Pengelolaan Investasi; 

f. Biro Transaksi dan Lembaga Efek; 

g. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan  Sektor Jasa; 
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h. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil; 

i. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan; 

j. Biro Pembiayaan dan Penjaminan; 

k. Biro Perasuransian; 

l. Biro Dana Pensiun; 

m. Biro Kepatuhan Internal. 

 

B. Sistematika Laporan 

Adapun sistematika  penyajian LAKIP adalah sebagai berikut: 

1. Kata Pengantar 

2. Bab I Pendahuluan 

3. Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja 

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan 

5. Bab IV Penutup 

6. Lampiran-Lampiran: 

a. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2010 

b. Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2011 

c. Formulir Rencana Kinerja Tahunan 2011 
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BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

VISI BAPEPAM-LK 

Visi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah: 

“Menjadi otoritas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu 

mewujudkan industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank sebagai penggerak perekonomian 

nasional yang tangguh dan berdaya saing global.”  

Visi di atas merupakan cerminan dan cara pandang Bapepam-LK yang proaktif terhadap perubahan 

internal maupun eksternal dalam rangka menghadapi tantangan di masa mendatang dan menuju 

kondisi yang diinginkan. Visi tersebut mengandung arti bahwa Bapepam-LK sebagai regulator di 

bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan diharapkan mampu menjadi institusi yang berintegritas, 

tangguh dan kredibel dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional yang mampu 

membawa Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagai penggerak perekonomian yang tangguh dan 

berdaya saingan global.  

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagai penggerak ekonomi nasional yang tangguh 

dimaksudkan agar peranan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi 

perusahaan dan alternatif investasi bagi investor dapat lebih ditingkatkan. Pengalaman pada saat 

krisis ekonomi menunjukkan bahwa pembiayaan yang bertumpu pada satu sektor keuangan 

menyebabkan adanya ketergantungan dan peningkatan risiko bagi ekonomi nasional. Di lain pihak, 

peranan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan non bank sebagai sumber pembiayaan dunia usaha 

masih sangat terbuka untuk ditingkatkan. Kedua hal itu menunjukkan masih adanya ruang yang cukup 

luas bagi pengembangan peran Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagai penyeimbang sekaligus 

pendorong bagi pengembangan ekonomi nasional. 
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MISI BAPEPAM-LK 

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan, maka Bapepam-LK memiliki Misi yang terbagi dalam 

3 (tiga) bidang: 

I. MISI EKONOMI 

”Menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal 

dalam memilih alternatif investasi pada industri Pasar Modal dan jasa keuangan non bank.”  

Pasar modal sebagai sumber pendanaan memiliki beberapa kelebihan seperti ketersediaan dana 

yang cukup besar. Hal ini dapat terlihat dalam kegiatan IPO dan aksi korporasi, dimana hampir 

seluruh Efek yang ditawarkan terserap di pasar, bahkan tidak sedikit jumlah permintaan Efek lebih 

tinggi dari jumlah penawaran yang dilakukan oleh Emiten. Agar perusahaan yang memanfaatkan 

pasar modal sebagai sumber pendanaan semakin bertambah, Bapepam-LK melalui beberapa 

strategi berupaya untuk meningkatkan minat dunia usaha untuk memanfaatkan pasar modal 

sebagai sumber pembiayaannya, antara lain melalui penyederhanaan persyaratan, proses, dan 

prosedur penawaran umum, serta melakukan rasionalisasi kewajiban keterbukaan informasi bagi 

Emiten.  

Selain pasar modal, industri pembiayaan dan penjaminan juga memiliki peran sebagai sumber 

pendanaan. Hal ini dapat terlihat dari jumlah dana yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan 

dari tahun 2006 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat. Oleh karena 

itu, Bapepam-LK berupaya untuk dapat mengembangkan potensi tersebut melalui  perluasan 

jaringan lembaga pembiayaan dan penjaminan, serta pengembangan produk-produk pembiayaan 

dan penjaminan. 

Disamping sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan, pasar modal dan industri keuangan non 

bank juga memiliki peran sebagai sarana investasi yang kondusif, atraktif, dan pengelolaan risiko 

yang handal. Peran pasar modal dan industri keuangan non bank sebagai sarana investasi yang 

kondusif dan atraktif, dan sarana pengelolaan risiko yang handal, dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan meskipun belum optimal. Pada tahun 2009, rasio kapitalisasi pasar di Bursa Efek 

Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 35,97%. Rasio kapitalisasi pasar terhadap 

PDB tersebut belum diimbangi dengan jumlah investor yang berinvestasi di pasar modal yang 

hanya sekitar 1% dari total penduduk Indonesia. Hal ini mengindikasikan masih terbukanya ruang 

untuk meningkatkan jumlah investor di pasar modal. Di sisi lain, pemanfaatan instrumen pasar 

modal oleh investor institusi mengalami perkembangan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

investasi lembaga keuangan non bank pada instrumen pasar modal yang menunjukkan tren 

meningkat. Rasio investasi dana pensiun pada instrumen pasar modal dibandingkan dengan total 

dana kelolaan pada tahun 2009 mencapai 47,39%. Sementara itu, rasio investasi perusahaan-
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perusahaan asuransi dan reasuransi di pasar modal pada tahun 2009 tercatat sebesar 68,22% dari 

seluruh investasi. Hal ini menunjukkan bahwa institusi jasa keuangan non bank telah 

memanfaatkan pasar modal sebagai sarana investasinya. 

Minat masyarakat untuk memanfaatkan produk asuransi sebagai sarana pengelolaan risiko yang 

handal masih relatif kecil. Hal ini terlihat dari rasio antara premi dan PDB, atau dikenal sebagai 

tingkat penetrasi asuransi, pada akhir tahun 2009 tercatat 1,93%. Rasio ini tercatat mengalami 

pertumbuhan walaupun fluktuatif, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 tercatat 

sebesar 1,64%, 1,54%, 1,88%, dan 1,76%. Selain itu, peran industri dana pensiun sebagai sarana 

investasi dan pengelolaan risiko juga masih sangat terbuka untuk ditingkatkan, terlihat dari tingkat 

kepesertaan yang masih berkisar 4% dari total angkatan kerja sektor formal.  

Dalam rangka mewujudkan pasar modal dan industri jasa keuangan sebagai sarana investasi yang 

kondusif dan atraktif serta dapat digunakan sebagai sarana pengelolaan risiko yang handal, 

beberapa upaya strategis akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu dengan 

meningkatkan penyebaran dan kualitas keterbukaan informasi, diversifikasi instrumen pasar modal 

dan skema jasa keuangan non bank, mengembangkan industri pasar modal dan lembaga keuangan 

non bank berbasis syariah, meningkatkan kemudahan dalam bertransaksi, mengembangkan skema 

perlindungan pemodal dan nasabah, dan mengembangkan pasar sekunder surat utang dan sukuk 

serta pengawasannya. 

 

II. MISI KELEMBAGAAN 

“Mewujudkan Bapepam-LK menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya memegang 

teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas dan senantiasa 

mengembangkan diri menjadi lembaga berstandar internasional.”  

Sektor jasa keuangan yang mencakup antara lain pasar modal, dana pensiun, asuransi dan lembaga 

keuangan lainnya, adalah industri yang sangat dinamis, kompleks, selalu berubah serta mempunyai 

interdependensi yang sedemikian tinggi antara satu sektor dengan lainnya baik di tingkat 

domestik, regional maupun global. Untuk itu, Bapepam-LK selaku regulator pasar modal dan 

industri keuangan non bank perlu senantiasa siap menghadapi dinamika dari perubahan tersebut. 

Sejalan dengan dinamika dimaksud, Bapepam-LK dituntut senantiasa meningkatkan kapasitas 

organisasinya. Upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi dimaksud, dilakukan melalui 

langkah-langkah strategi antara lain mengembangkan dan menerapkan Performance Based 

Budgeting (PBB), Risk Management, menyempurnakan bisnis proses dan menerapkan sistem 

rewards dan punishment berdasarkan kinerja.  
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III. MISI SOSIAL BUDAYA  

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memahami dan berorientasi pasar modal dan jasa keuangan 

non bank dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.” 

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, jumlah pemodal di Pasar Modal Indonesia 

dan nasabah Lembaga Keuangan non bank masih relatif kecil. Oleh karena itu, upaya perluasan 

basis dan kualitas pemodal terutama nasabah domestik untuk dapat berperan aktif sebagai 

lokomotif di Pasar Modal dan Lembaga Keuangan non Bank di Indonesia masih akan terus 

dilaksanakan.  

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya perluasan basis dan kualitas pemodal domestik, 

diantaranya adalah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang teratur dan terpadu kepada publik. 

Disamping itu, perlu secara reguler dan intensif diadakan klinik investasi, e-learning, seminar dan 

pelatihan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan non Bank.  

Guna meningkatkan jumlah perusahaan dan jumlah investor diperlukan penyampaian informasi 

yang tepat, cepat, dan menarik. Untuk jangka pendek, sosialisasi dan edukasi akan difokuskan pada 

peningkatan jumlah perusahaan yang akan melakukan IPO dan jumlah investor retail di pasar 

modal. Untuk jangka menengah, akan difokuskan pada meningkatkan jumlah investor institusional. 

Dalam jangka panjang, akan diarahkan kepada pembentukan budaya investasi pada pasar modal 

dan industri keuangan non bank sejak dini kepada kalangan pelajar. 

 

STRATEGI  

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Bapepam-LK telah menetapkan arah 

kebijakan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan non Bank untuk periode 2010 – 2014 sebagai 

berikut: 

1. Terwujudnya Bapepam-LK sebagai regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan non 

bank yang amanah dan profesional. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, ditetapkan strategi-

strategi sebagai berikut: 

a. Mewujudkan independensi lembaga pengawas jasa keuangan; 

b. Mengembangkan dan menerapkan performance based budgeting, risk management, 

menyempurnakan bisnis proses dan menerapkan sistem rewards dan punishment berdasarkan 

kinerja; 

c. Meningkatkan kapasitas dan integritas regulator. 
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2. Terwujudnya industri pasar modal dan jasa keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang 

mudah diakses, efisien dan kompetitif. Strategi-strategi yang ditetapkan dalam mewujudkan 

kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Mengurangi hambatan bagi dunia usaha dan masyarakat untuk mengakses sumber 

pendanaan; 

b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga pembiayaan dan penjaminan; 

c. Menyempurnakan peran profesi, lembaga penunjang dan penjamin emisi dalam penawaran 

umum. 

3. Terwujudnya industri pasar modal dan jasa keuangan non bank sebagai sarana investasi yang 

kondusif, menarik serta pengelolaan risiko yang handal, dengan strategi-strategi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan penyebaran dan kualitas informasi; 

b. Mendorong diversifikasi instrumen pasar modal dan skema jasa keuangan non bank; 

c. Mengembangkan industri pasar modal dan industri lembaga keuangan non bank berbasis 

syariah; 

d. Meningkatkan kemudahan dalam bertransaksi; 

e. Mengembangkan skema perlindungan pemodal dan nasabah; 

f. Mengembangkan pasar sekunder surat utang dan sukuk serta pengawasannya. 

4. Terwujudnya industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid. 

Untuk mewujudkan kebijakan dimaksud, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas pelaku industri; 

b. Meningkatkan basis investor domestik; 

c. Meningkatkan kemampuan industri dalam mengelola risiko; 

d. Mendorong peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang baik; 

e. Meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap pelaku industri. 

5. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, adil dan transparan. 

Kebijakan tersebut diwujudkan dengan strategi- strategi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas penegakan; 

b. Melakukan harmonisasi regulasi antar industri dan pemenuhan standar internasional; 

c. Menyusun regulasi berdasarkan kebutuhan dan pengembangan industri; 

d. Meningkatkan kualitas transparansi informasi keuangan pelaku industri pasar modal dan IKNB. 

6. Tersedianya infrastruktur yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. Dengan 

strategi- strategi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan daya saing dan efisiensi bursa efek; 

b. Mengembangkan sistem informasi yang handal; 

c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga/regulator baik dalam maupun luar negeri. 
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PROGRAM 

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka 

kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program 

Bapepam-LK yang harus dilaksanakan dalam tahun anggaran 2010 yaitu Pengaturan, Pembinaan dan 

Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank.  

Program dimaksud dilaksanakan dengan didukung oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

Tahun Anggaran 2010, yang jumlahnya sebesar Rp167.406.721.000. Secara teknis Program tersebut 

dijabarkan ke dalam 13 kegiatan yang masing-masing anggarannya disusun berdasarkan DIPA Tahun 

Anggaran 2010. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah: 

1. Pembinaan, Koordinasi dan Dukungan Teknis;  

2. Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi dan Pemberian Bantuan Hukum; 

3. Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Serta Pengembangan Teknologi Informasi; 

4. Pemeriksaan dan Penyidikan Bidang Pasar Modal;  

5. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Investasi;  

6. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Transaksi Dan Lembaga Efek;  

7. Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa;  

8. Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; 

9. Penyusunan dan Pengembangan Standar Akuntansi dan Keterbukaan;  

10. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan;  

11. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Perasuransian;  

12. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Dana Pensiun;  

13. Penelaahan dan Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Bapepam-LK.  

 

B. Penetapan Kinerja 

Penetapan Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk 

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. 

Penetapan Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (Performance Agreement). 

Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan 

ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai. Aktualisasi 

kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (performance 

accountability report). 
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Ketua Bapepam-LK telah menandatangani Kontrak Kinerja dengan Menteri Keuangan pada tahun 

2010 dengan rincian sebagai berikut: 

1. SS-BL-1 Industri pasar modal dan jasa keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang 

mudah di akses, efisien dan kompetitif, dengan IKU sebagai berikut:  

a. IKU 1.1  Jumlah Emiten baru sesuai target (bobot 25%). 

b. IKU 1.2  Pertumbuhan dana yang disalurkan perusahaan pembiayaan (bobot 25%) 

c. IKU 1.3  Pertumbuhan dana investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi dan 

perusahaan reasuransi (bobot 25%) 

d. IKU 1.4  Pertumbuhan dana yang dikelola dana pensiun (bobot 25%) 

2. SS-BL-2 Industri pasar modal sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif serta JKNB 

sebagai sarana pengelolaan risiko yang handal 

a. IKU 2.1  Pertumbuhan jumlah rekening investor di perusahaan sekuritas (bobot 25%) 

b. IKU 2.2  Densitas Asuransi (bobot 25%) 

c. IKU 2.3  Tingkat Penetrasi Asuransi (bobot 25%) 

d. IKU 2.4  Pertumbuhan jumlah peserta Dana Pensiun (bobot 25%) 

3. SS-BL-3 Industri pasar modal dan Jasa Keuangan Non Bank yang stabil, tahan uji dan likuid  

a. IKU 3.1  Pertumbuhan nilai transaksi harian di bursa efek (bobot 31,25%) 

b. IKU 3.2  Pertumbuhan frekuensi transaksi harian di bursa efek (bobot 31,25%) 

c. IKU 3.3  Perusahaan pembiayaan yang memenuhi rasio permodalan (bobot 18,75%) 

d. IKU 3.4 Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi persyaratan minimum RBC 

(Risk Based Capital) (bobot 18,75%) 

4. SS-BL-4 Tingkat Kepuasan Pelanggan yang tinggi, dengan IKU yaitu IKU 4.1 Indeks kepuasan 

pelanggan hasil survei (bobot 100%) 

5. SS-BL-5 Regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan 

a. IKU 5.1  Regulasi di bidang Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank yang sesuai dengan 

rencana (bobot 45%) 

b. IKU 5.2 Regulasi di bidang pasar modal dan JKNB yang memenuhi asas peraturan 

perundang-undangan yang baik (bobot 55%) 

6. SS-BL-6 Harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan standar internasional, dengan IKU 

yaitu IKU 6.1 Pemenuhan Prinsip-prinsip dan Standar Internasional (IAS) dalam Regulasi Pasar 

Modal sesuai rencana (bobot 100%) 

7. SS-BL-7 Peningkatan Kualitas Pelaku Industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank  

a. IKU 7.1 Pelaku yang terkena sanksi dan atau tindakan pembinaan Biro Teknis (bobot 50%) 

b. IKU 7.2 Pengurus Lembaga Keuangan Non Bank yang memenuhi standar kualifikasi (bobot 

50%) 
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8. SS-BL-8 Pelayanan terbaik sesuai dengan SOP, dengan IKU yaitu IKU 8.1 Persentase layanan 

yang memenuhi target SOP (bobot 100%)  

9. SS-BL-9 Pemahaman masyarakat dan pelaku pasar modal dan LKNB yang memadai, dengan IKU 

yaitu IKU 9.1 Pelaksanaan Program Edukasi dan Sosialisasi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Non Bank sesuai target (bobot 100%) 

10. SS-BL-10 Kredibilitas dan Efisiensi Lembaga Bursa Efek, dengan IKU yaitu IKU 10.1 Jumlah 

kegagalan yang terjadi atas operasionalisasi sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian 

transaksi efek (bobot 100%) 

11. SS-BL-11 Kualitas pengawasan terhadap industri pasar modal dan JKNB yang optimal 

a. IKU 11.1  Emiten dan Perusahaan Publik yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu 

(bobot 28.21%) 

b. IKU 11.2  Laporan keuangan dari Emiten dan Perusahaan Publik yang dianalisa sesuai dengan 

rencana (bobot 14.34%) 

c. IKU 11.3  Jumlah laporan kegiatan Bursa Efek, LKP dan LPP yang tepat waktu (bobot 21.54%) 

d. IKU 11.4  LKNB yang menyampaikan laporan keuangan tahunan tepat waktu (bobot 21.54%) 

e. IKU 11.5 Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pelaku pasar modal dan JKNB terhadap 

peraturan dan perundang-undangan pasar modal dan LKNB yang sesuai rencana 

(bobot 14.36%) 

12. SS-BL-12 Kualitas penegakan hukum yang optimal 

a. IKU 12.1  Sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang 

pasar modal yang obyektif (bobot 50%) 

b. IKU 12.2  Penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di pasar 

modal (yang memerlukan Surat Perintah Pemeriksaan) (bobot 50%) 

13. SS-BL-13 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi  

a. IKU 13.1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya (bobot 

43.75%) 

b. IKU 13.2 Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat (bobot 33.75%) 

c. IKU 13.3 Persentase jam pelatihan pegawai Bapepam-LK terhadap jam kerja (bobot 22.50%) 

14. SS-BL-14 Pengembangan organisasi yang handal dan modern, dengan IKU yaitu IKU 14.1 

Persentase penyelesaian SOP (bobot 100%) 

15. SS-BL-15 Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi , dengan IKU yaitu IKU 15.1 Penyelesaian 

sistem informasi sesuai rencana (bobot 100%) 

16. SS-BL-16 Pengelolaan anggaran yang optimal, dengan IKU yaitu IKU 16.1 Persentase Penyerapan 

DIPA (bobot 100%) 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN 

A. Capaian IKU 

Pada tahun 2010, Bapepam-LK telah menetapkan 16 Sasaran Strategis yang berisi 34 Indikator Kinerja 

Utama (IKU). Berdasarkan capaian IKU tahun 2010, dari 34 IKU terdapat 28 IKU yang memiliki capaian 

100% atau lebih dan 6 (enam) IKU lainnya memiliki capaian kurang dari 100%.  

Tabel 3.1 Ringkasan Capaian IKU tahun 2010 unit Bapepam-LK 

Tingkat Capaian Jumlah IKU Persentase 

<100% 6 17,65% 

≥100% 28 82,35% 

Total 34 100% 

 

Tabel 3.2 Rincian Capaian IKU tahun 2010 unit Bapepam-LK 

Sasaran Strategis IKU Target Realisasi % 

1. Industri pasar 
modal dan jasa 
keuangan non bank 
sebagai sumber 
pendanaan yang 
mudah di akses, 
efisien dan 
kompetitif  

1.1. Jumlah Emiten baru sesuai target (25%)  25 26  104,00% 

1.2. 
 

Pertumbuhan dana yang disalurkan perusahaan 
pembiayaan (25%) 

10% 29,52% 295,20% 

1.3. 
 
 

Pertumbuhan dana investasi yang dikelola oleh 
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi 
(25%) 

6% 32,03% 533,83% 

1.4. Pertumbuhan dana yang dikelola dana pensiun 
(25%) 

10% 24,52% 245,20% 

2. Industri pasar 
modal  sebagai 
sarana investasi 
yang menarik dan 
kondusif serta 
JKNB sebagai 
sarana pengelolaan 
risiko yang handal  

2.1. 
 

Pertumbuhan jumlah rekening investor di 
perusahaan sekuritas (25%) 

10% -14,32% -143,20% 

2.2. Densitas Asuransi (25%) Rp355.000 Rp429.055,55 120,86% 

2.3. Tingkat Penetrasi Asuransi (25%) 1,55% 1,63% 105,16% 

2.4. Pertumbuhan jumlah peserta dana pensiun 
(25%) 

5% 4,77% 95,40% 

3. Industri pasar 
modal dan Jasa 
Keuangan Non 
Bank yang stabil, 
tahan uji dan likuid  

 

3.1. Pertumbuhan nilai transaksi harian di bursa 
efek (31,25%) 

5% 4,44% 88,80% 

3.2. 
 

Pertumbuhan frekuensi transaksi harian di 
bursa efek (31,25%) 

3,50% 1,90% 54,29% 

3.3. 
 

Perusahaan pembiayaan yang memenuhi rasio 
permodalan (18,75%) 

95% 95,85% 100,89% 

3.4 Perusahaan asuransi dan reasuransi yang 
memenuhi persyaratan minimum RBC (Risk 
Based Capital) (18,75%) 

90% 94,89% 105,43% 

4. Tingkat Kepuasan 
Pelanggan yang 
tinggi  

4.1. Indeks kepuasan pelanggan hasil survei (100%) 75 75,23 100,31% 

5. Regulasi  yang  
menjamin adanya 
kepastian hukum, 
keadilan dan 
keterbukaan  

5.1.  Regulasi di bidang Pasar Modal dan Jasa 
Keuangan Non Bank yang sesuai dengan 
rencana (45%) 

100% 116,67% 116,67% 

5.2.  Regulasi di bidang pasar modal dan JKNB yang 
memenuhi asas peraturan perundang-
undangan yang baik (55%) 

90% 100% 111,11% 
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Sasaran Strategis IKU Target Realisasi % 

6. Harmonisasi 
peraturan 
perundang-
undangan dengan 
standar 
internasional  

6.1.  Pemenuhan Prinsip-prinsip dan Standar 
Internasional (IAS) dalam Regulasi Pasar Modal 
sesuai rencana (100%) 

90% 91% 101,11% 

7. Peningkatan 
kualitas pelaku 
industri pasar 
modal dan jasa 
keuangan non bank  

7.1.  Pelaku yang terkena sanksi dan atau tindakan 
pembinaan Biro Teknis (50%) 

9,17% 4,21% 154,09% 

7.2.  Pengurus Lembaga Keuangan Non Bank yang 
memenuhi standar kualifikasi (50%) 

69,3% 73,2% 105,63% 

8. Pelayanan terbaik 
sesuai dengan SOP 

8.1.  Persentase layanan yang memenuhi target SOP 
(100%) 

97,00% 98,3% 101,34% 

9. Pemahaman 
masyarakat dan 
pelaku pasar modal 
dan LKNB yang 
memadai  

9.1.  Pelaksanaan Program Edukasi dan Sosialisasi 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank 
sesuai target (100%) 

100% 109,43% 109,43% 

10. Kredibilitas dan 
Efisiensi Lembaga 
Bursa Efek  

10.1.  Jumlah kegagalan yang terjadi atas 
operasionalisasi sistem perdagangan, kliring 
dan penyelesaian transaksi efek (100%) 

4 1 175,00% 

11. Kualitas 
pengawasan 
terhadap industri 
pasar modal dan 
JKNB yang 
optimal 

 

11.1.  Emiten dan perusahaan publik yang 
menyampaikan laporan keuangan tepat waktu 
(28,21%) 

86% 82,89% 96,38% 

11.2.  Laporan keuangan dari Emiten dan perusahaan 
publik yang dianalisa sesuai dengan rencana 
(14,34%) 

100% 114% 114,00% 

11.3.  Jumlah laporan kegiatan Bursa Efek, LKP dan 
LPP yang tepat waktu (21,54%) 

95% 100% 105,26% 

11.4.  LKNB yang menyampaikan laporan keuangan 
tahunan tepat waktu (21,54%) 

88% 86,12% 97,86% 

11.5.  Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pelaku 
pasar modal dan JKNB terhadap  peraturan dan 
perundang-undangan pasar modal dan LKNB 
yang sesuai rencana(14,36%) 

100% 104,5% 104,50% 

12. Kualitas 
penegakan 
hukum yang 
optimal 

12.1.  Sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan 
perundang-undangan di bidang pasar modal 
yang obyektif (50%) 

97% 100% 103,09% 

12.2.  Penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan di pasar modal (yang 
memerlukan Surat Perintah Pemeriksaan) (50%) 

65% 83% 127,69% 

13. Pembentukan 
SDM yang 
berintegritas dan 
berkompetensi 
tinggi  

13.1.  Persentase pejabat yang telah memenuhi 
standar kompetensi jabatannya (43,75%) 

80% 83,43% 104,28% 

13.2.  Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin 
sedang atau berat (33,75%) 

1 orang 
(0,1%) 

1 orang 100,00% 

13.3.  Persentase jam pelatihan pegawai Bapepam-LK 
terhadap jam kerja (22,50%) 

3% 3,67% 122,33% 

14. Pengembangan 
organisasi yang 
handal dan 
modern  

14.1.  Persentase penyelesaian SOP (100%) 100% 100% 100,00% 

15. Pembangunan 
sistem TIK  yang 
terintegrasi   

15.1.  Penyelesaian sistem informasi sesuai rencana 
(100%) 

100% 100% 100,00% 

16. Pengelolaan 
anggaran yang 
optimal  

16.1.  Persentase Penyerapan DIPA (100%) 85% 86.92% 102,26% 



LAKIP BAPEPAM-LK  2010 

 

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan 17 

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

1. Sasaran Strategis 1: Industri pasar modal dan jasa keuangan non bank sebagai sumber pendanaan 

yang mudah diakses, efisien dan kompetitif  

Indikator sasaran adalah sebagai berikut: 

a.  Jumlah emiten baru sesuai target  

Pada Tahun 2010 Bapepam-LK telah memproses 26 Emiten baru yang terdiri dari 15 Emiten 

sektor jasa dan 11 emiten sektor riil, sedangkan target yang ditetapkan adalah sebanyak 25 

Emiten baru sehingga realisasi capaiannya sebesar 104%.  

Untuk mencapai IKU ini Bapepam-LK melakukan beberapa kegiatan, antara lain: 

1) Melakukan pendalaman penelaahan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran 

Umum Emiten dan Perusahaan Publik.  

Dalam melakukan penelaahan, Bapepam-LK dituntut untuk selalu menjaga kualitas 

keterbukaan informasi untuk melindungi investor. Di samping itu, untuk meningkatkan 

kecepatan pelayanan penelaahan pernyataan pendaftaran, Bapepam-LK telah menetapkan 

jangka waktu penyelesaian penelaahan permohonan pernyataan pendaftaran dalam rangka 

penawaran umum Emiten dan Perusahaan Publik  lebih cepat dari yang ditetapkan oleh 

Peraturan Perundang-Undangan di bidang pasar modal. Pernyataan Pendaftaran dapat 

menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:  

 35 (tiga puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam- LK 

secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir 

Pernyataan Pendaftaran; atau  

 35 (tiga puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau 

yang diminta Bapepam-LK dipenuhi; atau atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam-LK 

bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang 

diperlukan.  

Waktu penelaahan yang lebih pendek dan respon yang cepat akan sangat membantu Emiten 

dalam memanfaatkan momentum pasar. 

2)  Menyempurnakan Peraturan No. IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan 

Pendaftaran. 

Penyempurnaan peraturan tersebut dilakukan dalam rangka penyederhanaan penyampaian 

dokumen Penawaran Umum, yang tidak hanya dalam bentuk hardcopy tapi juga dalam 

bentuk softcopy. Selain itu, penyempurnaan dimaksud diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan pasar yang berubah sehingga dapat menarik lebih banyak lagi perusahaan yang 

melakukan penawaran umum di Indonesia. 
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3) Melakukan kajian Penerbitan Obligasi Daerah  

Kajian ini diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki paket regulasi yang telah ada 

sehingga mampu menumbuhkan minat daerah untuk menerbitkan obligasi. 

4) Menyempurnakan  Pedoman Kerja Penelaahan. 

Tujuan dilakukannya penyempurnaan pedoman kerja ini adalah untuk menyamakan 

interpretasi atas peraturan dan standar penelaahan, sehingga pelayanan kepada para 

stakeholders akan semakin optimal. 

5)  Melakukan sosialisasi mengenai proses penawaran umum di pasar modal kepada dunia 

usaha. 

b.  Pertumbuhan dana yang disalurkan perusahaan pembiayaan  

Sampai dengan bulan November 2010, jumlah dana yang disalurkan Perusahaan Pembiayaan 

sebesar Rp184,6 triliun atau naik 29,52% dari posisi Desember 2009 sebesar Rp142,5 triliun. 

Dengan nilai pertumbuhan yang ditargetkan sebesar 10%, maka pencapaian tersebut telah 

melampaui target, dengan nilai pencapaian sebesar 295,2%.  

Nilai perkembangan piutang pembiayaan selama tahun 2010 disajikan pada grafik berikut ini: 

 
Grafik 3.1 Pertumbuhan Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan 

(dalam triliun Rupiah) 

 

Sepanjang tahun 2010, penyaluran piutang pembiayaan menunjukkan kinerja yang 

menggembirakan dengan rata-rata pertumbuhan bulanan sebesar 2,39% sehingga nilai piutang 

pembiayaan pada akhir tahun 2010 mencapai Rp180 triliun atau sekitar 80% dari total aset 

industri. Sebagaimana periode-periode sebelumnya, piutang pembiayaan yang disalurkan oleh 

industri Perusahaan Pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan konsumen, yang sebagian 

besar digunakan untuk pembiayaan kendaraan bermotor, sebesar Rp129 triliun dan sewa guna 

usaha sebesar Rp53 triliun. Sedangkan nilai anjak piutang dan usaha kartu kredit relatif stagnan 

dengan hanya menguasai nilai pembiayaan masing-masing sebesar Rp2 triliun dan Rp1 triliun. 
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Kenaikan pertumbuhan dana yang disalurkan selama tahun 2010 disebabkan oleh kondisi 

perekonomian yang membaik, pulihnya daya beli masyarakat, serta tingkat suku bunga yang 

rendah, sehingga mendorong tingginya daya beli masyarakat akan produk otomotif yang 

mengakibatkan meningkatnya nilai piutang pembiayaan, khususnya untuk kegiatan usaha 

pembiayaan konsumen. 

Untuk mencapai IKU ini, Bapepam-LK melakukan beberapa kegiatan, antara lain 

1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pembiayaan dan memberikan izin 

pembukaan 415 kantor cabang baru bagi 34 Perusahaan Pembiayaan yang tersebar hampir di 

seluruh kabupaten di Indonesia. 

2) Memproses permohonan izin usaha Perusahaan Pembiayaan secara tepat waktu sesuai 

dengan SOP. 

c.   Pertumbuhan dana investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi  

Pertumbuhan dana investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah selisih dana 

investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi pada periode tertentu dibandingkan 

dengan periode sebelumnya.  

Berdasarkan laporan keuangan triwulan III tahun 2010, dana investasi perusahaan asuransi dan 

reasuransi mencapai jumlah Rp191,93 triliun. Hal ini menunjukkan dana investasi tumbuh sebesar 

32,03% dari jumlah dana investasi pada triwulan III tahun 2009, sehingga rata-rata pertumbuhan 

dana investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi per triwulan adalah sebesar 

8,01%. Dengan demikian, pertumbuhan dana investasi tersebut melebihi target yang ditetapkan 

untuk masing-masing IKU per triwulan sebesar 1,5%.  

Berikut pertumbuhan dana investasi selama satu tahun: 

 Tahun 2009 Tahun 2010 

Investasi 

(dalam milyar rupiah) 

145.368,35 191.930,81 

Pertumbuhan per tahun - 32,03% 

Rata-rata per triwulan - 8,01% 

   

Pencapaian IKU ini tidak terlepas dari kebijakan Bapepam-LK untuk menerbitkan peraturan yang 

mewajibkan perusahaan asuransi memiliki minimal modal sendiri perusahaan per 30 Desember 

2010 sebesar Rp40 milyar sehingga mendorong beberapa perusahaan asuransi melakukan 

penambahan modal disetor sehingga jumlah investasi bertambah. 

d.  Pertumbuhan dana yang dikelola Dana Pensiun  

Pertumbuhan jumlah dana yang dikelola Dana Pensiun adalah pertumbuhan jumlah aktiva bersih 

Dana Pensiun yang merupakan selisih jumlah aktiva bersih pada periode tertentu dengan 

periode sebelumnya.  
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Realisasi merupakan realisasi pertumbuhan jumlah dana yang dikelola Dana Pensiun pada tahun 

2009 yang datanya diperoleh pada bulan September 2009 untuk semester I 2009, Maret 2010 

untuk semester II 2009, dan bulan Juni 2010 untuk Tahun 2009.  

Pada tahun 2009 jumlah aktiva bersih Dana Pensiun sebesar Rp112,5 triliun sedangkan pada 

tahun 2008 sebesar Rp90,35 triliun. Dengan menggunakan rumus di atas maka diperoleh 

pertumbuhan aktiva bersih sebesar 24,52%, sedangkan targetnya sebesar -1% sehingga terdapat 

gap 25,52%.  

Realisasi pada tahun 2009 jauh di atas target. Hal tersebut dikarenakan penentuan target tahun 

2009 didasarkan pada kondisi pada akhir tahun 2008 dimana pada tahun tersebut terjadi krisis 

perekonomian global yang berdampak pada menurunnya jumlah dana yang dikelola. Sedangkan 

pada tahun 2009 kondisi perekonomian membaik, terutama pada investasi di pasar modal 

sebesar yang meningkat cukup tinggi. Peningkatan tersebut tercermin dengan adanya 

peningkatan nilai wajar investasi Dana Pensiun pada jenis investasi berikut: 

No. Jenis Investasi Presentase Kenaikan 

1 Saham 89% 
2 Obligasi 18% 
3 Reksadana 61% 

 

2. Sasaran Strategis 2: Industri pasar modal  sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif 

serta JKNB sebagai sarana pengelolaan risiko yang handal 

Indikator sasaran ini yaitu sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan jumlah rekening investor di perusahaan sekuritas 

Indikator ini bertujuan untuk memantau jumlah investor asing dan domestik yang berinvestasi di 

Pasar Modal Indonesia yang tercatat di KSEI. Indikator ini diukur dengan menghitung 

pertumbuhan jumlah rekening investor di perusahaan sekuritas, yaitu selisih pertambahan jumlah 

rekening efek nasabah perusahaan sekuritas yang terjadi dalam periode waktu tertentu dengan 

periode waktu sebelumnya. Rekening investor adalah rekening efek nasabah (sub Account) yang 

tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.  

Jumlah sub rekening investor yang tercatat di sistem KSEI s.d. akhir Triwulan IV Tahun 2010 

adalah sebesar 321,521 sub rekening, atau mengalami kenaikan sebesar 7,40% jika dibandingkan 

jumlah  sub rekening s.d. akhir triwulan III yang sebesar 299,376 sub rekening Efek. Namun 

demikian jumlah sub rekening Efek s.d. akhir triwulan IV tersebut mengalami penurunan sebesar 

14,32% jika dibandingkan jumlah per akhir tahun 2009 yang sebesar 375,239 sub rekening. Hal ini 

menyebabkan target pertumbuhan kumulatif tahun 2010 sebesar 10% tidak tercapai.    

Penerapan peraturan KSEI terkait rekening nasabah yang tidak aktif (dormant account) menjadi 

salah satu penyebab tidak tercapainya target pertumbuhan jumlah rekening investor di 
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perusahaan sekuritas pada tahun anggaran 2010, namun demikian, selama triwulan IV terdapat 

tren kenaikan jumlah rekening investor yang tercatat di system KSEI (C-BEST). 

Dalam rangka mencapai IKU ini, Bapepam-LK melakukan beberapa kegiatan yang juga menjadi 

indikator kinerja pada level Kemenkeu Two, yaitu : 

1) Memproses perizinan WPPE dan WPEE dengan capaian output sebesar 122%. Pada tahun 2010 

telah dikeluarkan izin WPPE  dan WPEE sebanyak 529 berkas dari 435 izin WPPE dan WPEE 

yang direncanakan. 

2) Melakukan pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek dengan capaian output sebesar 125%. 

Pada Tahun 2010 telah diselesaikan laporan hasil pemeriksaan perusahaan efek sebanyak 40 

berkas dari 32 berkas laporan hasil pemeriksaan yang direncanakan. 

b. Densitas Asuransi  

Densitas asuransi adalah rasio jumlah premi bruto terhadap jumlah penduduk dalam kurun waktu 

tertentu. Tingkat densitas menunjukkan kemampuan masyarakat membelanjakan uangnya untuk 

membeli produk asuransi. Indikator ini bertujuan untuk memonitor  tingkat densitas asuransi di 

Indonesia. 

Densitas asuransi dari triwulan IV 2009 sampai dengan triwulan IV 2010 terus meningkat. Angka 

densitas asuransi per triwulan IV 2010 sebesar Rp448.458,61 per orang melebihi target yang 

ditetapkan untuk masing-masing triwulan sebesar Rp355.000,00 per orang. 

Tabel 3.2  Capaian Densitas Asuransi 

 
Triwulan IV 

2009 

Triwulan I 
2010 

(audited) 

Triwulan II 
2010 

Triwulan III 
2010 

Triwulan IV 
2010 

Premi Bruto tahunan 

(dalam miliar rupiah) 
84.085,19 84.953,15 94.792,79 103.990,21 106.284,69 

Jumlah Penduduk 231 juta 231 juta 234 juta 234 juta 237 juta 

Densitas Asuransi 

(Rp/Orang) 
364.005,15 367.762.56 405.097,37 444.402,61 448.458,61 

 

Walaupun angka densitas asuransi menunjukkan peningkatan, namun jika dibandingkan dengan 

negara lain, maka densitas asuransi Indonsia masih jauh ketinggalan. Sebagai contoh, densitas 

Malaysia US$ 100 per kapita (Rp900.000 dengan kurs Rp9.000 per dollar AS) sedangkan di 

Jepang mendekati US$1.000 per kapita atau Rp9 juta. 

c. Tingkat Penetrasi Asuransi  

Tingkat penetrasi asuransi adalah rasio jumlah premi terhadap Gross Domestic Product (GDP) 

dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini bertujuan untuk memonitor tingkat penetrasi asuransi 

di Indonesia. 

Tingkat penetrasi asuransi yang dilaporkan pada triwulan IV tahun 2010  sebesar 1,63% mengalami 

sedikit penurunan dibandingkan dengan tingkat penetrasi asuransi triwulan sebelumnya. Namun 
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demikian, tingkat penetrasi pada triwulan IV 2010 telah melebihi target yang ditetapkan untuk 

masing-masing IKU per triwulan sebesar 1,55%. 

Tabel 3.3 Tingkat Penetrasi Asuransi 

 Triwulan IV 

2009 

Triwulan I 

2010 

Triwulan II 

2010 

Triwulan III 

2010 

Triwulan IV 

2010 

Premi Bruto 

(dalam miliar rupiah) 
22.577,6 26.313,6 25.380,8 27.099,25 26.962,30 

GDP 1.452.500 1.417.640 1.498.700 1.572.400 1.654.500 

Rasio (Premi Bruto/GDP) 1,55 % 1,86 % 1,69 % 1,72% 1,63% 

 

Tingkat penetrasi asuransi Indonesia masih rendah, jika dibandingkan dengan tingkat penetrasi 

asuransi Malaysia yang mencapai 4,5%. Tingkat penetrasi yang masih rendah tersebut 

menunjukkan bahwa industri asuransi belum menjadi pilar yang kuat dalam perekonomian 

Indonesia karena kontribusinya dalam struktur perekonomian Indonesia yang masih relatif 

rendah.  

Rendahnya tingkat penetrasi ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh setiap pelaku 

industri asuransi di Indonesia. Pasalnya, tingkat penetrasi asuransi yang rendah itu menandakan 

potensi industri yang bisa masih terbuka lebar untuk dikembangkan. 

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini antara lain sebagai berikut: 

1) Melakukan upaya dalam rangka mensinergikan antara peningkatan laju pertumbuhan 

perekonomian pada tahun 2010 dengan kemampuan penduduk Indonesia untuk membeli 

produk asuransi, sehingga  diharapkan peningkatan premi bruto yang diperoleh perusahaan 

asuransi dan perusahaan reasuransi tercapai, salah satunya dengan mendorong 

pengembangan produk asuransi yang mendukung perencanaan keuangan keluarga jangka 

panjang serta menstimulasi pengembangan produk asuransi yang mendorong mitigasi risiko 

termasuk asuransi mikro. 

2) Meningkatan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya berasuransi. 

d. Pertumbuhan jumlah peserta dana pensiun  

Pertumbuhan jumlah peserta dana pensiun adalah selisih pertambahan jumlah peserta dana 

pensiun yang terjadi dalam periode waktu tertentu dengan periode waktu sebelumnya 

dibandingkan jumlah peserta dana pensiun periode waktu sebelumnya. Selanjutnya, yang 

dimaksud dengan peserta dana pensiun adalah jumlah peserta aktif ditambah jumlah peserta 

pensiun ditunda dan jumlah pensiunan yang menerima manfaat pensiun bulanan. 

Berdasarkan data, jumlah peserta dana pensiun pada akhir tahun 2009 adalah 2.681.226 orang 

sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 2.559.112, sehingga terjadi pertumbuhan jumlah Peserta 

Dana Pensiun sebesar 4,77%. 
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Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini antara lain sebagai berikut 

1) Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap industri Dana Pensiun untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap penyedia jasa dana pensiun. 

2) Meningkatkan fleksibilitas skema pendanaan dan skema pembayaran manfaat program 

pensiun sukarela.  

3) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi Lembaga Keuangan Non Bank. 

 

3. Sasaran Strategis 3: Industri pasar modal dan Jasa Keuangan Non Bank yang stabil, tahan uji dan 

likuid 

Indikator sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan nilai transaksi harian di bursa efek 

Pertumbuhan nilai transaksi harian di  bursa efek adalah selisih pertambahan nilai  pada hari 

tertentu dibandingkan dengan hari sebelumnya. Nilai transaksi menunjukkan jumlah nilai 

transaksi dalam satuan rupiah yang terjadi selama satu hari bursa. 

Pada tahun 2010, seiring dengan membaiknya kondisi makro ekonomi dan pulihnya kepercayaan 

investor terhadap kondisi Pasar Modal Indonesia, maka perdagangan saham di bursa 

menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Bursa Efek Indonesia pada akhir perdagangan hari rabu, 29 Desember 2010, ditutup pada posisi 

3.703,51 atau menguat sebesar 46,13% dibandingkan posisi penutupan pada hari perdagangan 

terakhir tahun 2009 yang berada pada posisi 2.534,36. Dengan demikian, IHSG Bursa Efek 

Indonesia merupakan indeks saham dengan kinerja terbaik pada tahun 2010, dibandingkan 

dengan indeks-indeks saham lain di kawasan Asia Pasifik.  

Tabel 3.4 Perkembangan Indeks Saham di Beberapa Bursa Utama Asia Pasifik 

Indeks Negara 31 Des 2009 31 Des 2010 Perubahan (%) 

IHSG BEI Indonesia 2.534,36 3.703,51 46,13 
Bangkok SET Thailand 734,54 1.034,59 40,85 
Philippine SE Filipina 3.052,68 4.199,31 37,56 
Korea Composite Korea Selatan 1.682,77 2.043,49 21,44 
Bursa Malaysia KLCI Malaysia 1.272,78 1.524,34 19,77 
Sensex 30 India 17.464,81 20.56,03 15,98 
Straits 30 Singapura 2.897,62 3.207,91 10,71 
Taiwan SE/TAIEX Taiwan 8.188,11 8.866,35 8,28 
Hang Seng Hongkong 21.872,50 22.969,30 5,02 
Shenzhen Composite  China 1.201,34 1.255,66 4,52 
Nikkei 225 Jepang 10.546,44 10.344,54 -1,91 
S&P/ASX 200 Australia 4.870,60 4.775,20 -1,96 
Shanghai Composite China 3.2751,53 2.751,53 -16,04 

 

Seiring penguatan IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham BEI juga mengalami peningkatan sebesar 

60,80%, dari Rp2.019,38 triliun pada akhir tahun 2009 menjadi Rp3.247,10 triliun pada akhir 
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perdagangan tanggal 29 Desember 2010. Total nilai transaksi saham di BEI sepanjang tahun 2010 

hingga 29 Desember 2010 mencapai Rp1.249,27 triliun. Angka ini meningkat sebesar 28,10% dari 

total nilai transaksi saham sepanjang tahun 2009 sebesar Rp975,21 triliun. Demikian juga, nilai 

transaksi rata-rata harian mengalami peningkatan dari Rp4,05 triliun per hari pada tahun 2009 

menjadi Rp5,12 triliun per hari pada tahun 2010. Dilihat dari nilai bersih transaksi saham yang 

dilakukan oleh investor asing, sepanjang tahun 2009 terjadi aliran masuk dana asing (net inflow of 

foreign capital) sebesar Rp13,78 triliun. Angka ini meningkat cukup signifikan sepanjang tahun 

2010 menjadi Rp26,74 triliun hingga 29 Desember 2010.  

Meskipun nilai transaksi rata-rata harian mengalami peningkatan, tetapi capaian pertumbuhan 

nilai transaksi harian sebesar 4,44% atau lebih rendah 0,56% dari target yang ditetapkan untuk 

tahun 2010 yaitu 5,00%. 

b. Pertumbuhan frekuensi transaksi harian di bursa efek  

Pada tahun 2010, rata-rata pertumbuhan harian frekuensi transaksi di Bursa Efek adalah 1,90%, 

atau lebih rendah 1,6% dari target yang ditetapkan sebesar 3,5%. Namun demikian, pada dasarnya 

rata-rata frekuensi tranksaksi bursa sepanjang tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi sebesar 

105.795 kali transaksi atau 21,34% jika dibandingkan frekuensi transaksi bursa pada tahun 2009 

yang sebesar 87.189 kali transaksi. 

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dan juga menjadi indikator kinerja pada level 

Kemenkeu-Two ini antara lain sebagai berikut: 

1) Memproses perizinan WPPE dan WPEE dengan capaian output sebesar 122%. Pada tahun 

2010 telah dikeluarkan izin WPPE  dan WPEE sebanyak 529 berkas dari 435 izin WPPE dan 

WPEE yang direncanakan. 

2) Melakukan pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek dengan capaian output sebesar 125%. 

Pada Tahun 2010 telah diselesaikan laporan hasil pemeriksaan perusahaan efek sebanyak 40 

berkas dari 32 berkas laporan hasil pemeriksaan yang direncanakan. 

3) Melakukan pemeriksaan kepatuhan SRO, BK dan BAE dengan capaian output sebesar 233%. 

Pada tahun 2010 telah dihasilkan 21 berkas laporan hasil pemeriksaan SRO, BK dan BAE dari 

9 berkas laporan hasil pemeriksaan SRO, BK dan BAE yang direncanakan. 

4) Melakukan penelaahan terhadap hasil pengawasan transaksi efek yang diindikasikan tidak 

wajar  dengan capaian output sebesar 133%. Pada tahun 2010 dihasilkan 16 laporan hasil 

penelaahan dari 12 berkas laporan penelaahan yang direncanakan. 

5) Melakukan  pemeriksaan Transaksi Efek yang tidak wajar dengan capaian output sebesar 

120%. Pada tahun 2010 diselesaikan 12 berkas laporan hasil pemeriksaan teknis dari 10 berkas 

laporan hasil pemeriksaan teknis yang direncanakan. 

 

 



LAKIP BAPEPAM-LK  2010 

 

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan 25 

c. Perusahaan pembiayaan yang memenuhi rasio permodalan  

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, 

Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki ekuitas sekurang-kurangnya sebesar 50% dari modal 

disetornya. Sampai dengan November 2010, jumlah Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi 

rasio permodalan adalah 185 perusahaan atau 95,85% dari total Perusahaan Pembiayaan 

sebanyak 191 perusahaan.  

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Pembiayaan yang telah 

memenuhi ketentuan pada bulan Desember 2009, yaitu sebanyak 172 perusahaan, maka 

persentase Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi ketentuan rasio permodalan meningkat 

secara signifikan dari  90,64% menjadi 95,85%. Bapepam-LK menetapkan target jumlah 

Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi rasio permodalan di tahun 2010 adalah sebesar 95%, 

mempertimbangkan pencapaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2010 

pencapaiannya telah melampaui target, dengan nilai pencapaian sebesar 101%.  

Pencapaian IKU ini tidak terlepas dari ketegasan Bapepam-LK dalam menetapkan sanksi kepada 

Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan permodalan. Bapepam-LK telah 

melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap Perusahaan Pembiayaan yang melanggar 

ketentuan rasio permodalan. Sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan yang telah dilakukan selama 

tahun 2009 dan 2010 Bapepam-LK telah memberikan sanksi berupa Surat Peringatan Pertama 

sampai dengan Ketiga, Pembekuan Kegiatan Usaha, dan Pencabutan Izin Usaha. Sebagai akibat 

langsung dari pengenaan sanksi pencabutan izin usaha, Perusahaan Pembiayaan yang belum 

memenuhi ketentuan rasio permodalan jumlahnya mulai berkurang. 

d. Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi persyaratan minimum RBC (Risk Based 

Capital)  

Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memenuhi persyaratan minimum RBC pada 

tahun 2010 ini (berdasarkan hasil analisis atas laporan keuangan dari industri asuransi per 

triwulan III tahun 2010) mengalami peningkatan dibandingkan persentase jumlah perusahaan 

asuransi dan perusahaan reasuransi yang memenuhi persyaratan minimum RBC pada tahun 

sebelumnya (dari 89,2% pada tahun 2009 menjadi 94,89% pada tahun 2010).  

Tabel 3.5 Perhitungan Rasio Solvabilitas 

 Triwulan IV 

2009 

Triwulan I 

2010 

Triwulan II 

2010 

Triwulan III 

2010 

Triwulan IV 

2010 

Jumlah perusahaan yang 

memenuhi ketentuan RBC 

124 124 122 128 130 

Jumlah seluruh perusahaan 

asuransi & reasuransi 
139 137 135 136 137 

Rasio  89,2 % 90,51 % 90,37% 94,12% 94,89% 
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4. Sasaran Strategis 4: Tingkat Kepuasan Pelanggan yang tinggi 

Yang menjadi indikator sasaran ini adalah indeks kepuasan pelanggan hasil survei. 

Capaian indikator ini didapatkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Biro Kepatuhan Internal 

sampai dengan tanggal 14 Januari 2011. Realisasinya adalah sebesar 75,23%, yang diperoleh dari nilai 

rata-rata kuesioner tema Perizinan sebesar 74,24% dan tema Pemantauan sebesar 76,22%. Kuesioner 

survei kepuasan pelanggan disampaikan kepada 1.965 responden terpilih yang merupakan para 

pihak yang memperoleh pelayanan dari Bapepam-LK. Responden yang menjawab dan 

mengembalikan jawaban kuesioner survei adalah sebanyak 588 responden.  

Sebagai bahan pembanding, dari hasil survei yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian 

Keuangan: 

• Bapepam-LK memperoleh nilai sebesar 3,63 dari skala 5, yang merupakan nilai rata-rata dari 

aspek keterbukaan, keterampilan petugas, waktu penyelesaian pelayanan, informasi 

persyaratan, sikap petugas, kesesuaian prosedur, lingkungan pendukung, akses terhadap kantor 

layanan, kesesuaian pembayaran dengan ketetapan dan pengenaan sanksi atas pelanggaran. 

Dari kesepuluh aspek tersebut, terdapat 3 aspek yang harus mendapat perhatian lebih, yakni: 

sikap petugas (3,53), waktu penyelesaian pelayanan (3,55) dan keterampilan petugas (3,6). 

• Terkait dengan analisis persepsi korupsi sepanjang periode 2009-2010, nilai Bapepam-LK 

mengalami kenaikan dari 5,5% di tahun 2009 menjadi 0,7% di tahun 2010. 

Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini yaitu dengan melakukan survei kepuasan kepada 

stakeholder Bapepam-LK terhadap kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh Bapepam-LK. 

 

5. Sasaran Strategis 5: Regulasi  yang  menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan  

Indikator sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

a. Regulasi di bidang Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank yang sesuai dengan rencana 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

disebutkan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal 

dilakukan oleh Bapepam-LK. Salah satu bentuk pengaturan yang dilakukan oleh Bapepam-LK 

adalah dengan diterbitkannya regulasi di bidang Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank. 

Kerangka regulasi yang kuat diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum bagi pemangku 

kepentingan dan memberikan perlindungan kepada pelaku industri pasar modal dan jasa 

keuangan non bank, khususnya investor/nasabah/peserta Dana Pensiun dan masyarakat. 

Yang dimaksud dengan regulasi adalah produk hukum yang bersifat mengatur dan telah 

ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK dan atau rancangan produk hukum yang bersifat 

mengatur yang tidak ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK, namun Bapepam-LK merupakan unit 

yang bertanggung jawab dalam penyiapan rancangan dimaksud, serta rancangan dimaksud 
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telah disampaikan kepada Menteri Keuangan. Pada tahun 2010, target regulasi yang akan 

dikeluarkan oleh Bapepam-LK adalah sebanyak 18 Peraturan.   

Sampai dengan tahun 2010 telah diterbitkan 28 regulasi. Peningkatan penyelesaian penyusunan 

peraturan disebabkan karena adanya penambahan peraturan yang masuk dalam prioritas 

penyelesaian . 

b. Regulasi di bidang pasar modal dan JKNB yang memenuhi asas peraturan perundang-undangan 

yang baik  

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa regulasi dapat 

dikatakan baik apabila telah memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik yang 

terdiri dari 7 (tujuh) asas yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau organ pembentuk 

yang tepat, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas 

kedayagunaan dan kehasilusahaan, serta asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan. 

Bapepam-LK dalam menyusun peraturan wajib memastikan bahwa peraturan yang disusun telah 

memenuhi beberapa asas sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut agar peraturan 

dimaksud dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang baik maka harus 

memenuhi 7 (tujuh) asas peraturan perundang-undangan yang baik. Pada tahun 2010 indikator 

ini ditargetkan 90% sedangkan realisasinya sebesar 100%. 

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain sebagai berikut: 

1) Penerbitan regulasi di bidang pasar modal dan LKNB yang sesuai dengan rencana dengan 

capaian 100%. 

2) Analisis hukum atas rancangan regulasi di bidang pasar modal dan LKNB yang disampaikan 

Unit Eselon II di lingkungan Bapepam- LK yang seluruhnya dapat diselesaikan sesuai target 

waktu. 

 

6. Sasaran Strategis 6: Harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan standar internasional  

Indikator sasaran strategis ini adalah Pemenuhan Prinsip-prinsip dan Standar Internasional 

(IAS/IFRS) dalam Regulasi Pasar Modal sesuai rencana. 

Pencapaian indikator ini merupakan rata-rata atas pemenuhan standar internasional dalam standar 

akuntansi dan regulasi di bidang akuntansi. Pada tahun 2010 ini, pemenuhan Standar Internasional 

(IAS/IFRS) ditargetkan sebesar 90% atau naik 10% dibandingkan tahun 2009 (80%). 

Pada tahun 2010, pencapaian IKU ini telah mencapai 91%. Realisasi tersebut telah memenuhi target 

yang untuk tahun 2010 sebesar 90%. Persentase tersebut merupakan progress penyelesaian dari 

pemenuhan standar internasional (IAS/IFRS) menjadi PSAK final. Dari 37 IAS/IFRS yang 

direncanakan akan dipenuhi menjadi PSAK final, sebanyak 31 IAS/IFRS telah diterbitkan PSAK 

(100%), 2 IAS/IFRS pada tahap Exposure Draft (90%), dan  IAS/IFRS telah diterjemahkan (80%) dan 1 

IAS/IFRS yang belum diadopsi. 
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Proses konvergensi IAS/IFRS dalam standar di bidang akuntansi menjadi PSAK melibatkan 

kerjasama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). 

Adapun kegiatan-kegiatan untuk mendukung pelaksanaan konvergensi IFRS ini meliputi kajian atas 

IAS/IFRS beserta sosialisasi kepada segenap pemangku kepentingan (stakeholders). Kegiatan 

sosialisasi yang telah dilakukan pada tahun 2010 sebanyak 9 kali baik kepada pihak internal 

Bapepam-LK maupun pihak eksternal yang meliputi pelaku pasar (Self Regulatory Organization/SRO, 

emiten, perusahaan efek, akuntan, dana pensiun, asuransi, dan perusahaan pembiayaan). 

 

7. Sasaran Strategis 7: Peningkatan Kualitas Pelaku Industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non 

Bank 

Indikator sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

a. Pelaku yang terkena sanksi dan atau tindakan pembinaan Biro Teknis 

Sanksi adalah sanksi administratif  dan tindakan pembinaan yang diberikan oleh Biro teknis 

kepada pelaku industri. Pelaku industri yang termasuk dalam penghitungan IKU ini meliputi: 

Konsultan Hukum, Notaris,  Agen Penjual Reksa Dana (APERD), Manajer Investasi (MI), 

Perusahaan Efek (PE), Akuntan, dan Penilai.  

Pada tahun 2010, pelaku yang terkena sanksi adalah Agen Penjual Reksa Dana (APERD) sebesar 

9,1% (2 dari 22 APERD), Manajer Investasi (MI) sebesar 11,8% (10  dari 85 MI), Akuntan sebesar 

1,28% (6 dari 468), Perusahaan Efek (PE) sebesar 1,94% (3  dari 155 PE) dan Penilai sebesar 5,38% 

(7 dari 130 Penilai). Sedangkan untuk Notaris, Konsultan Hukum dan Penilai tidak terdapat sanksi 

dan atau tindakan pembinaan. 

b. Pengurus Lembaga Keuangan Non Bank yang memenuhi standar kualifikasi. 

1) Perusahaan Pembiayaan dan Penjaminan 

Selama tahun 2010, Bapepam-LK telah melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit 

and proper test) terhadap 161 calon direksi dan calon komisaris perusahaan pembiayaan yang 

mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dengan 

rincian 108 calon direksi dan 53 calon komisaris. Berdasarkan jumlah tersebut, 8 (delapan) 

orang calon direksi dan 4 (empat) orang calon komisaris dinyatakan tidak lulus penilaian 

kemampuan dan kepatutan. 

Secara total, sampai dengan bulan Desember 2010, jumlah direksi dan komisaris Perusahaan 

Pembiayaan berjumlah 888 orang dimana 34,57% diantaranya atau sebanyak 307 orang sudah 

lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan 

target sebesar 30%, maka pencapaian IKU ini melampaui target, dengan nilai pencapaian 

sebesar 115%. 
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2) Perusahaan Perasuransian 

Pelaksanaan penilaian  kemampuan dan kepatutan  terhadap direksi dan komisaris 

perusahaan perasuransian yang dilakukan selama tahun 2010 adalah sebanyak 1.612 orang 

direksi dan komisaris. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.461 orang dinyatakan lulus. Sehingga 

persentase pencapaian jumlah pengurus perusahaan perasuransian yang telah lulus penilaian  

kemampuan dan kepatutan tahun 2010 adalah 90,63%. 

3) Dana Pensiun 

Sampai dengan tahun 2010, total jumlah Pengurus Dana Pensiun dan Pelaksana Tugas 

Pengurus adalah 835 orang yang terdiri dari 789 orang atau 94,49% memiliki sertifikat. 

Sedangkan lainnya yaitu 46 orang belum memiliki sertifikat. 

 

8. Sasaran Strategis 8: Pelayanan terbaik sesuai dengan SOP 

Indikator sasaran strategis ini adalah Persentase layanan yang memenuhi target SOP. 

Layanan yang memenuhi target SOP adalah layanan yang diproses sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan dalam SOP. Rata-rata persentase merupakan nilai rata-rata capaian IKU yang terkait 

dengan pelayanan quick win Bapepam-LK yaitu pemrosesan ijin Wakil Agen Penjual Efek Reksa 

Dana (WAPERD) dan Reksa Dana, Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi 

Efek (WPEE), Pernyataan Pendaftaran Akuntan, Perusahaan Pembiayaan dan Kantor Cabang, 

Perusahaan Asuransi dan Kantor Cabang serta Pengesahan Dana Pensiun. Pada triwulan IV, seluruh 

layanan yang memenuhi target SOP dapat diselesaikan sebelum tenggat waktu mencapai 98,33% 

dari 97% yang direncanakan, kecuali permohonan ijin  Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Hal 

tersebut disebabkan adanya pengalihan wewenang dari Kepala Biro TLE kepada Pejabat Pelaksana 

Harian (Plh.) yang mengakibatkan proses penandatanganan SK izin WPPE tertunda. 

Kegiatan yang mendukung tercapaianya sasaran strategis tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Memproses permohonan izin usaha Perusahaan Pembiayaan secara tepat waktu sesuai dengan 

SOP, dengan nilai capaian sebesar 100%. 

b. Memproses permohonan izin kantor cabang Perusahaan Pembiayaan secara tepat waktu sesuai 

dengan SOP, dengan nilai capaian sebesar 100%. 

c. Memproses permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) dan Reksa Dana, 

Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sesuai dengan 

SOP. 

d. Memproses pernyataan pendaftaran Akuntan sesuai dengan SOP. 

e. Memproses permohonan izin Perusahaan Asuransi dan Kantor Cabang, serta pengesahan Dana 

Pensiun sesuai dengan SOP. 
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9. Sasaran Strategis 9: Pemahaman masyarakat dan pelaku pasar modal dan LKNB yang memadai  

Indikator sasaran strategis ini adalah Pelaksanaan Program Edukasi dan Sosialisasi Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan Non Bank sesuai target. 

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank secara 

keseluruhan telah melebihi target yaitu 58 pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dari 53 yang 

direncanakan (109,43%) karena pada tahun 2010 terjadi peningkatan pelaksanaan edukasi dan 

sosialisasi. Pelaksanaan tersebut terdiri dari 22 event penyuluhan, 15 event roadshow campus to 

campus dan mall to mall, 7 (tujuh) event seminar atau kuliah umum, 1 (satu) event capital market 

goes to school, 4 (empat) event talkshow, 3 (tiga) event workshop serta 6 (enam) event pameran.  

Kegiatan yang mendukung tercapaianya sasaran strategis tersebut yaitu penyelenggaraan 

sosialisasi dan edukasi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan non Bank yang terdiri dari penyuluhan 

pasar modal, roadshow Campus to Campus, seminar, workshop wartawan pasar modal, workshop 

profesi pasar modal, Capital Market goes to School, talkshow, dan pameran. 

 

10. Sasaran Strategis 10: Kredibilitas dan Efisiensi Lembaga Bursa Efek  

Indikator sasaran strategis ini adalah Jumlah kegagalan yang terjadi atas operasionalisasi sistem 

perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi efek. 

Kegagalan yang terjadi atas sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi efek adalah 

terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi efek yang disebabkan oleh 

tidak bekerjanya sistem sesuai dengan yang telah ditentukan. Indikator ini bertujuan untuk 

mengupayakan agar sistem perdagangan di SRO memiliki tingkat gangguan seminimal mungkin. 

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah gangguan yang terjadi pada sistem perdagangan di 

SRO. Yang dimaksud dengan gangguan sistem perdagangan tersebut adalah gangguan dalam skala 

kecil, menengah ataupun besar. 

Pada tahun 2010 terdapat 1 (satu) kali gangguan di sistem perdagangan SRO yaitu gangguan atas 

sistem e-Clears pada tanggal 19 April 2010. 

Kegiatan yang mendukung tercapaianya sasaran strategis tersebut antara lain yaitu:  

a. Peningkatan kemampuan penunjang pemantauan dan pemeriksaan perdagangan efek. 

b. Reviu teknis terhadap penerapan CTP. 

 

11. Sasaran Strategis 11: Kualitas pengawasan terhadap industri pasar modal dan JKNB yang optimal 

Indikator sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

a. Emiten dan perusahaan publik yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu  

Persentase ketepatan penyampaian Laporan Keuangan tahun 2010 oleh Emiten dan Perusahaan 

Publik  adalah sebesar 82,89%, di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 86%. Hal ini karena 

masih banyaknya emiten yang terlambat menyampaikan LKT dan LT. 
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b. Laporan keuangan dari emiten dan perusahaan publik yang dianalisa sesuai dengan rencana  

Jumlah penelaahan terhadap Laporan keuangan emiten dan perusahaan publik pada tahun 2010 

telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu dari jumlah yang direncanakan sebanyak 504 

Laporan Keuangan yang dianalisa, terlaksana sebanyak 575. 

c. Jumlah laporan kegiatan Bursa Efek, LKP dan LPP yang tepat waktu  

Jumlah laporan rutin SRO pada tahun 2010 sebanyak 68  laporan (18 Laporan Bursa Efek, 32 

Laporan LKP, dan 18  Laporan LPP) dimana penyampaian seluruh laporan sesuai waktu yang 

ditentukan dalam peraturan Bapepam-LK. Capaian tersebut melebihi target yang telah 

ditentukan yaitu sebesar 100% dari target sebesar 95%. 

d. LKNB yang menyampaikan laporan keuangan tahunan tepat waktu  

Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu 

adalah  laporan keuangan yang disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan 

oleh peraturan yang berlaku untuk Perusahaan Pembiayaan dan Penjaminan, Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, serta Dana Pensiun.  

1) Perusahaan Pembiayaan dan Penjaminan 

Sampai dengan batas akhir penyampaian laporan tahunan, tercatat 164 Perusahaan 

Pembiayaan dan 2 Perusahaan Penjaminan yang telah mengirimkan laporan keuangan 

tahunan secara tepat waktu, dengan total 191 Perusahaan Pembiayaan dan 2 Perusahaan 

Penjaminan, persentase penyampaian laporan keuangan tahunan secara tepat waktu 

tercapai sebesar 86,01%. 

Pada tahun 2010, Bapepam-LK telah memberikan sanksi berupa Surat Peringatan Pertama  

sampai dengan Surat Peringatan Ketiga dan Pembekuan Kegiatan Usaha terhadap 

Perusahaan Pembiayaan karena belum menyampaikan Laporan Keuangan Audit tahun 2009 

sampai dengan selambat-lambatnya akhir April tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 33 

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.  

Rincian jumlah Perusahaan Pembiayaan yang telah dikenakan sanksi adalah sebagaimana 

tercantum dalam tabel berikut:  

No Jenis Sanksi Jumlah Perusahaan 

1. Surat Peringatan Pertama 26 (duapuluh enam) 

2. Surat Peringatan Kedua 4 (empat) 

3.  Surat Peringatan Ketiga 2 (dua) 

4. Pembekuan Kegiatan Usaha 1 (satu) 

Dengan pengenaan sanksi tersebut, diharapkan jumlah Perusahaan Pembiayaan yang 

menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit dapat meningkat pada tahun-tahun 

selanjutnya. 
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2) Perusahaan Perasuransian 

Dari 137 Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan 

Reasuransi, 136 perusahaan menyampaikan laporan tepat waktu (99%). 

3) Perusahaan Dana Pensiun 

Dari 273 Dana Pensiun yang menyampaikan laporan keuangan tahunan, 6 (enam) DP 

terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan tersebut. Dengan demikian, jumlah DP 

yang menyampaikan laporan tepat waktu adalah sebanyak 267 DP atau setara dengan 97%. 

e. Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pelaku pasar modal dan JKNB terhadap  peraturan dan 

perundang-undangan pasar modal dan LKNB yang sesuai rencana 

1) Pasar Modal  

Pada tahun 2010, Bapepam-LK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 28 Manajer 

Investasi (MI) dari 26 MI yang ditargetkan (107,69%), 84 pemeriksaan  Agen Penjual Reksa 

Dana (APERD) dari 81 APERD yang ditargetkan (103,7%), 61 Pemeriksaan Perusahaan Efek dari 

45 yang ditargetkan (135%), dan 5 (lima) Inspeksi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dari 5 

(lima) yang ditargetkan (100%). 

2) Perusahaan Pembiayaan dan Penjaminan 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2008 tentang 

Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan dinyatakan bahwa Menteri berwenang melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan dan berdasarkan 

kewenangan tersebut Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Pembiayaan.  

Pada tahun 2010, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan terhadap 60 Perusahaan 

Pembiayaan atau 100% dari 60 Perusahaan Pembiayaan yang direncanakan akan diperiksa.  

Prioritas pemeriksaan dilakukan berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik Perusahaan 

Pembiayaan, surat pengaduan dari masyarakat, dan hasil monitoring atas pemenuhan 

ketentuan. 

Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas 

kebenaran laporan periodik, menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang 

Perusahaan Pembiayaan, dan memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan 

perusahaan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 166/PMK.010/2008 tentang Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan. 

Ruang lingkup pemeriksaan meliputi : 

- Aspek kelembagaan;  

- Aspek penyelenggaraan usaha (operasional);  

- Aspek keuangan. 

Sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan yang telah dilakukan selama tahun 2009 dan 2010 

serta terkait dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Audit tahun 2009 sampai 
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dengan selambat-lambatnya akhir April tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 33 

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, selama 

tahun 2010 Bapepam-LK telah memberikan sanksi berupa Surat Peringatan Pertama sampai 

dengan Ketiga, Pembekuan Kegiatan Usaha, dan Pencabutan Izin Usaha terhadap 

Perusahaan Pembiayaan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang 

Perusahaan Pembiayaan. Rincian jumlah Perusahaan Pembiayaan yang telah dikenakan sanksi 

adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 

No Jenis Sanksi Jumlah Perusahaan 

1.  Surat Peringatan Pertama 45 (empat puluh lima) 

2.  Surat Peringatan Kedua 14 (empat belas) 

3.  Surat Peringatan Ketiga 13 (tiga belas) 

4.  Pembekuan Kegiatan Usaha 10 (sepuluh) 

5.  Pencabutan Izin Usaha 13 (tiga belas) 

 

3) Perusahaan Perasuransian 

Pada tahun 2010, Baepam-LK telah melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap 40 perusahaan 

perasuransian dari 36 pemeriksaan rutin yang direncanakan untuk dilaksanakan. 

4) Perusahaan Dana Pensiun 

Pada tahun 2010, Baepam-LK telah melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap 44 

Pemeriksaan Dana Pensiun dari 44 yang ditargetkan. 

 

12. Sasaran Strategis 12: Kualitas penegakan hukum yang optimal 

Indikator sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

a. Sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal 

yang obyektif  

Sanksi administratif atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal 

dan jasa keuangan non bank yang objektif, adalah  sanksi administratif yang tidak menimbulkan 

permasalahan hukum baru. 

Pada tahun 2010,  Bapepam-LK telah menetapkan surat sanksi sebanyak 496 surat sanksi yang 

terdiri dari 87 surat sanksi yang mekanismenya melalui KPSK dan 409 kasus pelanggaran yang 

mekanismenya tidak melalui KPSK.  

b. Penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di pasar modal (yang 

memerlukan Surat Perintah Pemeriksaan)  

Kualitas penegakan hukum yang optimal menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan 

kepercayaan stakeholder pasar modal. Penegakan hukum yang optimal dapat tercermin dalam 

pengenaan sanksi yang obyektif dan penyelesaian pelanggaran di bidang pasar modal. Sebagai 

fungsi pendisiplinan dalam suatu sistem pengawasan, Bapepam-LK secara terus menerus 

meningkatkan kualitas penegakan hukum yang lebih efektif dan mampu memberikan efek jera 
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kepada pelaku. Pengenaan sanksi secara konsisten ditetapkan dengan mempertimbangkan 

kerugian yang harus ditanggung investor secara langsung. Tidak hanya itu, penetapan sanksi 

juga mempertimbangkan pula dampak pelanggaran yang ditimbulkan pada integritas dan 

stabilitas pasar, dan terutama pada tingkat kepercayaan pemodal dan masyarakat terhadap 

industri Pasar Modal. 

Dalam IKU Penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di pasar modal 

(yang memerlukan Surat Perintah Pemeriksaan) melibatkan dua biro di Bapepam-LK, yaitu Biro 

Pemeriksaan dan Penyidikan (PP) serta Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum (PBH). 

Peran Biro PP dimulai dari ditetapkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SPRIN) oleh Ketua 

Bapepam dan LK sampai dengan dikeluarkannya Surat Rekomendasi Sanksi Kasus di bidang 

pasar modal ke Biro PBH sedangkan Biro PBH mulai dari diterimanya rekomendasi sanksi dari 

Biro PP sampai dengan penetapan sanksi oleh Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan (KPSK). 

Sampai dengan akhir tahun 2010, 113 pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di 

Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Pemeriksaan, 6 kasus masih menunggu proses 

penyelesaian kewajiban kepada nasabah, 24 kasus belum lewat waktu, dan 69 kasus dapat 

diselesaikan tepat waktu, sehingga pencapaian sampai dengan Triwulan IV adalah 83% (69 kasus 

dari 83 kasus).  

Sampai dengan akhir tahun 2010,  Bapepam-LK telah menangani 113 kasus Pemeriksaan, 6 kasus 

masih menunggu proses penyelesaian kewajiban kepada nasabah, 24 kasus belum lewat waktu, 

dan 71 kasus dapat diselesaikan pada tahun 2010.  

Hal-hal yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain sebagai berikut: 

a. Proses penyelesaian sanksi administratif di bidang pasar modal yang dapat diselesaikan sesuai 

dengan target waktu. 

b. Penyelenggaraan pemeriksaan kasus di bidang pasar modal. 

Sampai dengan akhir tahun 2010 Bapepam-LK telah menyelesaikan 71 Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) dari 60 LHP yang direncanakan, di mana pada tahun sebelumnya dari 40 LHP yang 

direncanakan telah diselesaikan sebanyak 82 LHP. 

c. Melakukan peningkatan kualitas Pemeriksa dan Penyidik Pasar Modal sebanyak 9 (sembilan) kali 

pada tahun 2010. 

d. Penyelenggaraan pemeriksaan keterlambatan penyampaian Laporan. 

Sampai dengan akhir tahun 2010 Bapepam-LK telah menyelesaikan rekomendasikan sanksi 

keterlambatan penyampaian laporan sebanyak 139 Laporan dari 100 laporan yang ditargetkan. 
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13. Sasaran Strategis 13: Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi  

Indikator sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 

a. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya  

Yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah standard kemampuan, 

keahlian, pengetahuan dan perilaku yang dibutuhkan oleh seorang pejabat untuk dapat 

melaksanakan tugas jabatannya dengan baik jumlah pejabat/pegawai yang memiliki Job Person 

Match (JPM) minimal 70% pada jabatan tematik yang didudukinya. Pejabat yang dimaksud adalah 

pejabat yang menduduki jabatan tematik. 

Jabatan Tematik adalah Jabatan yang sangat berperan dalam pencapaian kinerja yang 

ditentukan oleh Unit Eselon I. 

Berdasarkan kriteria JPM tersebut, seluruh pejabat eselon II telah memenuhi standar 

kompetensi jabatannya. Sedangkan untuk pejabat eselon III, sebanyak 92,15% pejabat yang telah 

memenuhi standar kompetensi jabatannya atau 4 orang pejabat yang belum mememenuhi 

kriteria 70% JPM. Sedangkan SKJ untuk pejabat eselon IV Bapepam-LK telah ditetapkan pada 

tanggal 23 September 2010. Berdasarkan hasil Assessment Centre (AC) terhadap 181 pejabat 

eselon IV, JPM dan SKJ, maka 83,43% pejabat eselon IV Bapepam-LK telah sesuai dengan SKJ 

atau terdapat 30 orang pejabat yang belum sesuai dengan SKJ atau kompetensinya di bawah 

JPM. 30 orang pejabat tersebut telah mendapatkan pelatihan dengan mengikutsertakannya 

pada Diklat yang diselenggarakan oleh BPPK maupun Diklat yang diselenggarakan oleh 

Bapepam-LK sendiri. 

b. Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat  

Pada tahun 2010 terdapat 1 (satu) orang pegawai  terkena hukuman disiplin berat berupa 

pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil karena yang bersangkutan 

melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan yang bersangkutan diharuskan membayar ganti rugi 

kepada Kementerian Keuangan sesuai Pasal 18 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

289/KMK.014/2004 tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp6.250.000. Hal tersebut dituangkan dalam 

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 472/KMK.01/UP.92/2010. 

c. Persentase jam pelatihan pegawai Bapepam-LK terhadap jam kerja  

Pada tahun 2010 rasio jam latihan pegawai Bapepam-LK terhadap jam kerja adalah sebesar 

3,67%, melebihi dari target sebesar 3,00%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2010 terdapat 

banyak penyelenggaraan diklat baik di luar negeri dimana Bapepam-LK bekerjasama dengan 

beberapa institusi di negara lain seperti pemerintah Australia, USA, Jepang, Korea Selatan, 

Malaysia, India, UEA, China, Singapura, serta beberapa organisasi internasional seperti IOSCO, 

APEC, OECD, ADB, dan World Bank, maupun diklat di dalam negeri, baik dari BPPK seperti diklat 
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DTSS, Diklatpim, serta seminar graduate program, program orientasi bagi para CPNS 

penerimaan S1/S2 TA 2010, dan lainnya. 

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan Assessment Centre Bagi Pejabat Eselon IV. 

2) Menyelenggarakan Competency Based Human Resource. 

3) Menyelenggarakan Leadership Development Program. 

4) Menyelenggarakan Education & Training Building and Development Talent. 

5) Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)  

 

14. Sasaran Strategis 14: Pengembangan organisasi yang handal dan modern   

Indikator sasaran strategis ini adalah Persentase penyelesaian SOP . 

Pada tahun 2010, sebanyak 236 SOP telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal 

Kementerian Keuangan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Ketua. Kegiatan yang mendukung 

pencapaian sasaran ini adalah pelaksanaan penelaahan usulan revisi SOP dan SOP Quick Win yang 

dapat diselesaikan secara tepat waktu serta kegiatan nonitoring Reformasi Birokrasi termasuk reviu 

atas SOP Quick Win yang telah ada. 

 

15. Sasaran Strategis 15: Pembangunan sistem TIK  yang terintegrasi    

Indikator sasaran strategis ini adalah Penyelesaian Sistem Informasi Sesuai Rencana. 

Dalam rangka mendukung terwujudnya pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, 

diperlukan adanya sistem informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan tersebut. Dalam 

tahun 2010 terdapat dua sistem aplikasi yang dikembangkan yaitu Format Sistem Administrasi 

Pemeriksaan untuk pemeriksaan dan penyidikan serta Sistem Laporan Keuangan Tahunan 

Perusahaan Efek secara online.  

Pada tahun 2010, telah dilaksanakan tahapan UAT Sistem Format Administrasi Pemeriksaan pada 

tanggal 2 Desember 2010 dan pelaksanaan UAT Sistem Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 

Efek secara online pada tanggal 16 Desember 2010, sehingga pencapaian penyelesaian sistem 

aplikasi telah mencapai 100%. 

Penyelesaian sistem aplikasi tersebut melalui empat tahapan, yaitu perencanaan dan analisis; 

perancangan; prototyping dan testing; dan User Acceptance Test (UAT). Untuk kedua sistem 

tersebut telah dilaksanakan tahapan UAT sehingga pencapaian penyelesaian sistem aplikasi telah 

mencapai 100%, sesuai dengan target pencapaian penyelesaian sistem aplikasi pada tahun 2010.  

Bapepam-LK saat ini juga sedang mengembangkan Sistem Informasi Penanganan Keberatan dan 

Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Perusahaan Efek secara Elektronik (Laporan Kegiatan 

Bulanan Perantara Pedagang Efek dan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Efek) yang akan 

diujicobakan pada tahun 2011. Untuk membantu mempermudah dan memperlancar proses 
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pemeriksaan dan penyidikan, Bapepam-LK juga mengembangkan Sistem Administrasi Pemeriksaan, 

Sistem Administrasi Penyidikan, dan Database Pihak yang Pernah Diperiksa. 

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain sebagai berikut: 

a. Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi. 

b. Menyelenggarakan pelatihan bidang teknologi informasi. 

 

16. Sasaran Strategis 16: Pengelolaan anggaran yang optimal  

Indikator sasaran strategis ini adalah Persentase Penyerapan DIPA. 

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Tahun Anggaran (TA) 2010, menerima anggaran belanja sebesar 

Rp167.406.721.000  yang digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan di Bapepam-

LK. Realisasi DIPA Bapepam-LK TA 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar 

Rp145.506.954.940 atau 86,92% dari total pagu anggaran. 

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pengelolaan keuangan baik dalam penyusunan dokumen 

pelaksanaan anggaran antara lain penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (PP) dan Petunjuk 

Operasional Kegiatan (POK) DIPA Bapepam-LK dan revisinya, Penyusunan Surat Keputusan 

Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Anggaran dan Penunjukan Pejabat/Panitia Pengadaan 

Barang/Jasa, dll, maupun melakukan pengelolaan keuangan antara lain Pengujian dan Penerbitan 

Surat Perintah Membayar (SPM) dan tugas-tugas perbendaharaan mencapai 100% atau lebih.  

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain sebagai berikut: 

1) Melakukan pengendalian anggaran dengan menerapkan konsep Performance Based 

Budgeting . 

2) Melakukan pengelolaan dan pengadministrasian PNBP Bapepam-LK secara tepat waktu. 
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C. Akuntabilitas Keuangan 

Pagu Anggaran 

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (Bapepam-LK) Tahun Anggaran (TA) 2010, menerima anggaran belanja sebesar 

Rp167.406.721.000  (seratus enam puluh tujuh milyar empat ratus enam juta tujuh ratus dua puluh 

satu ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan di Bapepam-LK.  

Penyerapan Anggaran 

Penyerapan DIPA Bapepam-LK TA 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp145.506.954.940 

(seratus empat puluh lima milyar lima ratus enam juta sembilan ratus lima pulu empat ribu sembilan 

ratus empat puluh ribu rupiah) atau 86,92% dari total pagu anggaran.  

Kegiatan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan dalam tahun anggaran 2010 dibiayai dari DIPA Bagian Anggaran (BA) 15, dengan rincian 

sebagai berikut: 

No. DIPA Pagu Realisasi % 

1. BA15 Rp167.406.721.000 Rp145.506.954.940 86.92 

 

Disamping dibiayai dari DIPA Bagian Anggaran 15, juga terdapat kegiatan yang dibiayai dari DIPA 

Bagian Anggaran 999.08 yaitu dalam rangka Pembayaran Iuran Tahunan Keanggotaan Bapepam-LK 

dalam Asean Insurance Training and Research Institute (AITRI) serta pembiayan untuk kegiatan 

operasional Panitia Antar Departemen Penyusunan Rancangan Undang-Undang mengenai 

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran khususnya untuk Bagian 

Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), maka mulai Tahun Anggaran 2010 BA BUN BSBL 

(999.06) dipisah menjadi BA BUN Belanja Subsidi (BA 999.07) dan BA BUN Belanja Lainnya (999.08) 

sebagaimana disampaikan dalam surat Direktur Jenderal Anggaran No. S-1755/AG/2010 tanggal 5 Juli 

2010 mengenai permintaan Laporan Keuangan Keuangan Belanja Subsidi (999.07) dan Laporan 

Keuangan Belanja Lainnya (999.08) Semester I Tahun Anggaran 2010. Dengan adanya pemisahan 

tersebut, maka BA 999.06 yang dikelola Bapepam-LK berubah menjadi BA 999.08 dengan kode Satker 

seperti semula (957151). 

Dengan kata lain, Bapepam-LK tahun 2010 ini memperoleh anggaran yang berasal dari dana DIPA 

Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) sebesar Rp8.998.056.000. Belanja tersebut seluruhnya 

berasal dari rupiah  murni.  
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Realisasi Belanja Bapepam-LK sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp6.097.349.772 atau, 

67,76% dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp8.998.056.000 dengan rincian sebagai berikut: 

No. DIPA Pagu Realisasi % 

1. BA 999.08 Rp8.998.592.000 Rp6.097.349.772 67,76 

 

Rendahnya realisasi sampai dengan 31 Desember 2010 disebabkan DIPA untuk kegiatan operasional 

Panitia Antar Departemen Penyusunan RUU tentang OJK tersebut baru disahkan pada tanggal 13 April 

2010. 
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BAB IV PENUTUP 

 

Dokumen LAKIP Bapepam-LK tahun 2010 merupakan hasil evaluasi kinerja Bapepam-LK selama 1 (satu) 

tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas pembinaan, pengaturan dan 

pengawasan pasar modal dan industri keuangan non bank. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai 

alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan 

fungsinya. Penyusunan LAKIP tersebut juga telah sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja 

(Performance Based Budgeting) dan Balanced Scorecard atau indikator kinerja utama dari program dan 

kegiatan di Bapepam-LK. 

Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan tidak lepas dari hasil 

perencanaan, pemenuhan tanggung jawab dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan tugas. 

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor di luar kendali Bapepam-LK sebagai regulator, tetap 

menyumbang peranan atas keberhasilan kinerja di tahun 2010. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak 

mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pelajaran, pemicu 

peningkatan kinerja Bapepam-LK untuk tahun yang akan datang. 

Beberapa keberhasilan kinerja Bapepam-LK sebagai regulator pasar modal dan industri keuangan non 

bank pada tahun 2010 antara lain sebagai berikut: 

a. Di bidang pengaturan, sepanjang tahun 2010 Bapepam-LK telah mengeluarkan 6 (enam) 

peraturan baru, 4 (empat) peraturan di sektor pasar modal dan 2 (dua) peraturan di sektor IKNB 

serta menyempurnakan 11 peraturan lama. Selain itu, Bapepam-LK juga berperan aktif dalam 

proses 6 (enam) penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan industri keuangan 

non bank. 

b. Di bidang penegakan hukum pasar modal, sampai dengan akhir tahun 2010 Bapepam-LK 

melaksanakan 130 proses Pemeriksaan dan 12 proses Penyidikan, baik untuk kasus baru maupun 

kelanjutan proses dari tahun sebelumnya. Dari 130 proses Pemeriksaan tersebut, terdapat 33 

kasus yang telah selesai diproses dan dikenakan sanksi oleh Bapepam-LK dalam bentuk sanksi 

administratif dan atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang 

melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Selanjutnya, 73 

kasus yang telah selesai proses pemeriksaannya, masih menunggu proses pengenaan sanksi dan 

proses lebih lanjut sedangkan 24 kasus sisanya masih dalam proses pemeriksaan. Sebagai upaya 

untuk memberikan efek jera, pada tahun 2010, Bapepam- LK memberikan sanksi administratif 

berupa denda tertinggi yaitu sebesar Rp4 miliar terhadap pelanggaran penyajian dan 

pengungkapan dalam laporan keuangan Emiten. Aktivitas penegakan hukum di sektor IKNB 

bermuara pada pengenaan sanksi administratif terhadap 56 perusahaan perasuransian, 40 dana 
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pensiun, dan 94 perusahaan pembiayaan berupa surat peringatan, denda, pembekuan ijin dan 

kegiatan usaha, hingga pencabutan ijin usaha. 

c. Di industri pembiayaan, Bapepam-LK menyelesaikan beberapa langkah strategis untuk 

meningkatkan kualitas manajemen perusahaan pembiayaan. Selain itu, untuk memberikan 

kepastian hukum yang lebih komprehensif di industri Modal Ventura, rancangan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Perusahaan Modal Ventura telah diselesaikan dan diharapkan akan 

segera disahkan pada tahun 2011.  

d. Di industri Perasuransian, Bapepam-LK telah menyelesaikan penyusunan RUU tentang Usaha 

Perasuransian dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pendirian Lembaga Penjamin 

Pemegang Polis. Selain itu untuk meningkatkan kualitas tata kelola industri perasuransian, 

Bapepam-Lk telah menyusun draft Peraturan Menteri Keuangan draft tentang Good Corporate 

Governance. Selanjutnya, untuk mendorong perkembangan industri perasuransian berdasarkan 

prinsip syariah landasan hukum penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan 

usaha reasuransi dengan prinsip syariah telah ditetapkan. 

e. Untuk industri Dana Pensiun, beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan antara lain 

melalui pengaturan pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pengurus DPPK dan 

Pelaksana Tugas Pengurus DPLK dan penyiapan infrastruktur pendirian Lembaga Mediasi Dana 

Pensiun. 

f. Menyelesaikan beberapa tahapan dalan Proyek Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal 

(PIPM), antara lain : 

1) Penerapan Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) nasabah. 

Untuk memudahkan investor secara langsung memonitor kepemilikan Efek, pada bulan Juni 

2009, KSEI berhasil mengimplementasikan fasilitas Investor Area yang saat ini lebih dikenal 

dengan dengan AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) tanpa dipungut biaya. Fasilitas AKSes 

merupakan media informasi melalui jaringan internet yang berguna bagi investor sebagai 

nasabah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk memonitor posisi dan mutasi Efek miliknya 

yang disimpan di satu atau beberapa Sub Rekening Efek di KSEI. Melalui fasilitas AKSes investor 

dapat mengakses secara real time data kepemilikan Efek serta mutasinya dalam Sub Rekening 

Efek yang disimpan di sistem KSEI (C-BEST) hingga 30 hari terakhir. Pada tahun 2010,  telah 

dilakukan perubahan atribut AKSes berupa pencetakan dan distribusi kartu AKSes dengan desain 

baru (sebelumnya bernama Investor Area), dan information enrichment. Pengembangan Straight 

Through Processing (STP) dan Manajemen Risiko yaitu Continuous 30Min Cycle dan Program 

Pembiayaan KPEI. 

2) Pengembangan Straight Through Processing (STP)  

Dalam rangka mempersiapkan penerapan STP, di tahun 2010, Program Continuous 30min Cycle 

dilaksanakan. Program ini merupakan proyek pengembangan yang dilakukan untuk memperluas 
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fungsi sistem eCLEARS yang bertujuan untuk proses penyelesaian transaksi bursa yang lebih 

efektif, memberikan insentif bagi Anggota Kliring (AK) berupa pemenuhan hak terima dana bagi 

AK yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban serah Efeknya pada penyelesaian pagi, tanpa 

menunggu pemenuhan kewajiban oleh AK serah dana, serta penyelesaian dana oleh AK kepada 

nasabahnya dapat dilakukan lebih awal. Untuk mendukung program Continuous 30min Cycle, di 

tahun 2010, telah dilakukan sosialisasi dan pemberian Program Pembiayaan KPEI oleh Bank 

Pembayar (Fasilitas Intraday) kepada Anggota Kliring. 

3) Pengembangan data dan informasi warehouse yaitu penyusunan Project Vision. 

Pengembangan Data dan Informasi Warehouse merupakan suatu inisiatif untuk 

mengintegrasikan data dan informasi yang ada pada masing-masing institusi. Tujuannya adalah 

untuk menyediakan data dan informasi yang terkait dan relevan atas kegiatan pelaku pasar 

secara terintegrasi, konsisten, dan terpadu di lingkungan Bapepam-LK dan SRO yang meliputi   

PT BEI, PT KPEI, dan PT KSEI, dengan menggunakan teknologi dalam pemanfaatan dan 

pengelolaan data. Pada tahun 2010, telah dilakukan pembahasan atas sasaran, ruang lingkup, 

dan spesifikasi bisnis atas pengembangan Data warehouse. Selain itu, juga dilakukan analisis atas 

kondisi yang ada serta rekomendasi atas desain sistem yang akan dikembangkan. 

 

Beberapa kinerja Bapepam-LK sebagai regulator pasar modal dan industri keuangan non bank pada 

tahun 2010 yang belum terselesaikan antara lain sebagai berikut:  

a. Penyediaan kerangka hukum yang secara khusus mengatur mengenai program pensiun syariah. 

Untuk mengembangkan industri dana pensiun dan menangkap pangsa pasar yang menginginkan 

program pensiun berbasis syariah, regulator berinisiatif melakukan kajian program pensiun 

berbasis syariah. Kajian ini merupakan bagian dari pembahasan Rancangan Perubahan Undang-

Undang Dana Pensiun yang diantaranya memasukkan pokok pengaturan baru mengenai program 

pensiun syariah. 

b. Amandemen terhadap Undang-Undang (UU), yaitu UU Pasar Modal, UU Usaha Perasuransian, 

dan UU Dana Pensiun serta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK), RUU tentang Jasa Gadai, RUU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 

tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas dan Rancangan Peraturan Pemerintah 

tentang SJSN. 

Rencana  ke depan untuk menyelesaikan kinerja yang belum terselesaikan di atas  adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyusun regulasi berdasarkan kebutuhan dan pengembangan industri pasar modal dan industri 

keuangan non bank dengan mendorong partisipasi pelaku industri dalam proses penyusunan 

peraturan, serta mendorong Research Based Regulation. 
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b. Menyelesaikan proses Amandemen terhadap Undang-Undang (UU), yaitu UU Pasar Modal, UU 

Usaha Perasuransian, dan UU Dana Pensiun serta pembahasan Rancangan Undang-Undang 

(RUU) tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), RUU tentang Jasa Gadai, RUU Nomor 33 Tahun 

1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 

Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas dan Rancangan Peraturan 

Pemerintah tentang SJSN dengan cara meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 

Permasalahan yang dihadapi oleh Bapepam-LK dalam melakukan pengaturan, pembinaan dan 

pengawasan pasar modal dan industri keuangan non bank antara lain sebagai berikut : 

a. Perkembangan pasar modal dan industri keuangan non bank yang semakin pesat membawa 

konsekuensi meningkatnya tantangan yang dihadapi oleh regulator dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. Untuk itu, dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka kapasitas organisasi 

regulator perlu ditingkatkan baik dari aspek pembenahan organisasi, sistem dan prosedur serta 

sumber daya manusia; 

b. Tingkat kualitas kepatuhan pelaku pasar modal dan industri keuangan non bank yang masih harus 

ditingkatkan. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pelaku, Bapepam-LK perlu meningkatkan 

pengawasan antara lain dengan melaksanakan beberapa program penting. Program-program 

tersebut antara lain mengembangkan penerapan pengawasan berbasis risiko, mengembangkan 

identitas tunggal bagi investor (Single Investor Identity/ SID), mengembangkan dan 

memanfaatkan sistem deteksi dini (Early Warning System) atas risiko transaksi Efek dan aktivitas 

manipulasi pasar dan insider trading, dan meningkatkan pengawasan profesi penunjang pasar 

modal dan Lembaga Pemeringkat Efek. 

c. Masih belum optimalnya pemenuhan standard internasional dalam produk regulasi baik untuk 

pasar modal maupun untuk industri keuangan non bank. 

Seiring dengan makin kuatnya tekanan persaingan global di industri keuangan, maka untuk tetap 

dapat diperhitungkan dalam era persaingan global, pasar modal dan industri keuangan non bank 

harus meningkatkan kualitas aturannya, salah satu ukuran kualitas aturan tersebut adalah tingkat 

pemenuhan terhadap standar internasional seperti International Organization of Securities 

Commission (IOSCO Principles), Internatinal Securities Service Association (ISSA) Recommendation, 

International Acounting  Standards (IAS), FSAP International Core Principle (ICP), OECD dll.  Saat ini 

belum sepenuhnya produk regulasi pasar modal dan industri keuangan non bank selaras dengan 

standard internasional tersebut. 

d. Tantangan sebagai anggota IOSCO, dalam wadah Multilateral Memorandum of Understanding 

(MMoU)  

Terkait dengan penegakan hukum, Bapepam-LK dituntut untuk dapat berkontribusi dalam 

pemberantasan kejahatan pasar modal, khususnya kejahatan lintas negara. Saat ini Bapepam-LK 
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masih masuk dalam daftar Appendix B dalam MMoU tersebut, mengingat ada beberapa 

ketentuan yang masih belum dapat dipenuhi oleh Bapepam-LK. Salah satunya adalah 

kewenangan terkait dengan information sharing dan kemampuan Bapepam-LK untuk melakukan 

kerjasama dan memberikan bantuan kepada otoritas pasar modal negara lain dalam rangka 

pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas pasar modal negara lain dimaksud. Hal 

ini menjadi tantangan, karena penambahan kewenangan tersebut dalam Undang-undang Pasar 

Modal sangat tergantung pada persetujuan DPR. 

e. Ketergantungan efektivitas penegakan hukum pada rangkaian criminal justice system yang ada 

Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketergantungannya pada rangkaian 

criminal justice system yang ada, terutama untuk penegakan hukum atas suatu tindak pidana. 

Bapepam-LK saat ini hanya mempunyai kewenangan penyidikan untuk pelanggaran pidana pasar 

modal, di mana proses penuntutan akan diserahkan pada pihak penuntut umum dari kejaksaan. 

Seringkali proses penindakan tidak dapat cepat diselesaikan karena kendala perbedaan 

pemahaman dari penegak hukum dalam rangkaian criminal justice system. Dalam konteks ini, 

koordinasi menjadi hal yang perlu dikedepankan terutama untuk menyamakan persepsi, baik atas 

pola kejahatan pasar modal yang unik, yang berbeda dengan pola kejahatan yang lain, maupun 

ketentuan hukumnya. 

f. Tantangan dalam proses pencegahan terjadinya pelanggaran di bidang pasar modal dan industri 

keuangan 

Sebagaimana dimaklumi, suatu penegakan hukum tidak akan berarti banyak apabila pengawasan 

tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Publik sangat mengharapkan Bapepam-LK mampu 

melakukan pencegahan lebih dini  sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Informasi yang 

menyeluruh dari segala sumber dapat menjadi resource penting dalam mendeteksi adanya 

potential crimes. Untuk itu, peningkatan kemampuan intelijen menjadi tantangan lain yang harus 

dijawab oleh Bapepam-LK. 
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PENGUKURAN KINERJA 
TAHUN 2010 

Unit Organisasi  : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
Tahun Anggaran  : 2010 

 

Sasaran Strategis IKU Target Realisasi % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Industri pasar modal 
dan jasa keuangan 
non bank sebagai 
sumber pendanaan 
yang mudah di akses, 
efisien dan kompetitif  

1.1. Jumlah emiten baru sesuai target (25%)  25 26 104,00% 

1.2. 
 

Pertumbuhan dana yang disalurkan 
perusahaan pembiayaan (25%) 

10% 29,52% 295,20% 

1.3. 
 
 

Pertumbuhan dana investasi yang dikelola 
oleh perusahaan asuransi dan perusahaan 
reasuransi (25%) 

6% 32,03% 533,83% 

1.4. Pertumbuhan dana yang dikelola dana 
pensiun (25%) 

10% 24,52% 245,20% 

2. Industri pasar modal  
sebagai sarana 
investasi yang 
menarik dan kondusif 
serta JKNB sebagai 
sarana pengelolaan 
risiko yang handal  

2.1. 
 

Pertumbuhan jumlah rekening investor di 
perusahaan sekuritas (25%) 

10% -14,32% -143,20% 

2.2. Densitas Asuransi (25%) Rp355.000 Rp429.055,55 120,86% 

2.3. Tingkat Penetrasi Asuransi (25%) 1,55% 1,63% 105,16% 

2.4. Pertumbuhan jumlah peserta dana pensiun 
(25%) 

5% 4,77% 95,40% 

3. Industri pasar modal 
dan Jasa Keuangan 
Non Bank yang stabil, 
tahan uji dan likuid  

 

3.1. Pertumbuhan nilai transaksi harian di bursa 
efek (31.25%) 

5% 4,44% 88,80% 

3.2. 
 

Pertumbuhan frekuensi transaksi harian di 
bursa efek (31.25%) 

3,50% 1,90% 54,29% 

3.3. 
 

Perusahaan pembiayaan yang memenuhi 
rasio permodalan (18.75%) 

95% 95,85% 100,89% 

3.4 Perusahaan asuransi dan reasuransi yang 
memenuhi persyaratan minimum RBC (Risk 
Based Capital) (18.75%) 

90% 94,89% 105,43% 

4. Tingkat Kepuasan 
Pelanggan yang tinggi  

4.1. Indeks kepuasan pelanggan hasil survei 
(100%) 

75 75,23 100,31% 

5. Regulasi  yang  
menjamin adanya 
kepastian hukum, 
keadilan dan 
keterbukaan  

5.3.  Regulasi di bidang Pasar Modal dan Jasa 
Keuangan Non Bank yang sesuai dengan 
rencana (45%) 

100% 116,67% 116,67% 

5.4.  Regulasi di bidang pasar modal dan JKNB 
yang memenuhi asas peraturan perundang-
undangan yang baik (55%) 

90% 100% 111,11% 

6. Harmonisasi 
peraturan perundang-
undangan dengan 
standar internasional  

6.2.  Pemenuhan Prinsip-prinsip dan Standar 
Internasional (IAS) dalam Regulasi Pasar 
Modal sesuai rencana (100%) 

90% 91% 101,11% 

7. Peningkatan Kualitas 
Pelaku Industri Pasar 
Modal dan Jasa 
Keuangan Non Bank  

7.3.  Pelaku yang terkena sanksi dan atau tindakan 
pembinaan Biro Teknis (50%) 

9,17% 4,21% 154,09% 

7.4.  Pengurus Lembaga Keuangan Non Bank yang 
memenuhi standar kualifikasi (50%) 

69,3% 73,2% 105,63% 

8. Pelayanan terbaik 
sesuai dengan SOP 

8.2.  Persentase layanan yang memenuhi target 
SOP (100%) 

97,00% 98,3% 101,34% 

9. Pemahaman 
masyarakat dan 
pelaku pasar modal 
dan LKNB yang 
memadai  

9.2.  Pelaksanaan Program Edukasi dan Sosialisasi 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non 
Bank sesuai target (100%) 

100% 109,43% 109,43% 

10. Kredibilitas dan 
Efisiensi Lembaga 

10.2.  Jumlah kegagalan yang terjadi atas 
operasionalisasi sistem perdagangan, kliring 

4 1 175,00% 
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Sasaran Strategis IKU Target Realisasi % 

Bursa Efek  
 

dan penyelesaian transaksi efek (100%) 

11. Kualitas 
pengawasan 
terhadap industri 
pasar modal dan 
JKNB yang optimal 

 

11.6.  Emiten dan perusahaan publik yang 
menyampaikan laporan keuangan tepat 
waktu (28.21%) 

86% 82,89% 96,38% 

11.7.  Laporan keuangan dari emiten dan 
perusahaan publik yang dianalisa sesuai 
dengan rencana (14.34%) 

100% 114% 114,00% 

11.8.  Jumlah laporan kegiatan Bursa Efek, LKP dan 
LPP yang tepat waktu (21.54%) 

95% 100% 105,26% 

11.9.  LKNB yang menyampaikan laporan keuangan 
tahunan tepat waktu (21.54%) 

88% 86,12% 97,86% 

11.10.  Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pelaku 
pasar modal dan JKNB terhadap  peraturan 
dan perundang-undangan pasar modal dan 
LKNB yang sesuai rencana(14.36%) 

100% 104,5% 104,50% 

12. Kualitas penegakan 
hukum yang 
optimal 

12.3.  Sanksi administrasi atas pelanggaran 
peraturan perundang-undangan di bidang 
pasar modal yang obyektif (50%) 

97% 100% 103,09% 

12.4.  Penyelesaian pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangan di pasar 
modal (yang memerlukan Surat Perintah 
Pemeriksaan) (50%) 

65% 83% 127,69% 

13. Pembentukan SDM 
yang berintegritas 
dan berkompetensi 
tinggi  

13.4.  Persentase pejabat yang telah memenuhi 
standar kompetensi jabatannya (43.75%) 

80% 83,84% 104,80% 

13.5.  Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman 
disiplin sedang atau berat (33.75%) 

1 orang 
(0,1%) 

1 orang 100,00% 

13.6.  Persentase jam pelatihan pegawai Bapepam-
LK terhadap jam kerja (22.50%) 

3% 3,67% 122,33% 

14. Pengembangan 
organisasi yang 
handal dan modern  

14.2.  Persentase penyelesaian SOP (100%) 100% 100% 100,00% 

15. Pembangunan 
sistem TIK  yang 
terintegrasi   

15.2.  Penyelesaian sistem informasi sesuai rencana 
(100%) 

100% 100% 100,00% 

16. Pengelolaan 
anggaran yang 
optimal  
 

16.2.  Persentase Penyerapan DIPA (100%) 85% 86.92% 102,26% 

 

Jumlah Anggaran Program Tahun 2010: Rp167.406.721.000,-. 

Realisasi Pagu Anggaran Program Tahun 2010: Rp145.506.954.940,-. 
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PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Nurhaida 

Jabatan  : Ketua Bapepam-LK 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama  : Agus D.W. Martowardojo 

Jabatan  : Menteri Keuangan Republik Indonesia 

   Selaku atasan langsung pihak pertama 

Selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama pada tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran 

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam 

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 

jawab pihak pertama.  

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas 

kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 

pemberian penghargaan dan sanksi.  

 Jakarta,       Juni 2011 

Pihak Kedua,  Pihak Pertama, 

 

 

Agus D.W. Martowardojo Nurhaida 
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PENETAPAN KINERJA 

Unit Organisasi Eselon I  : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Tahun Anggaran  : 2011 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

Industri pasar modal dan Jasa 
Keuangan Non Bank sebagai sumber 
pendanaan yang mudah diakses, 
efisien, dan kompetitif 

Jumlah emiten baru sesuai target 26 

Persentase pertumbuhan dana investasi yang 
dikelola oleh perusahaan asuransi dan perusahaan 
reasuransi 

20% 

Persentase pertumbuhan Investasi Jangka Panjang 
dari Portofolio Investasi Dana Pensiun  

16% 

Industri pasar modal sebagai sarana 
investasi yang menarik dan kondusif 

Persentase pertumbuhan jumlah pemegang Unit 
Penyertaan Reksadana  

0,08% 

Industri pasar modal dan Jasa 
Keuangan Non Bank yang stabil, 
tahan uji dan likuid 

Persentase Perusahaan Efek yang memenuhi MKBD  90% 

Persentase nilai transaksi Perusahaan Efek yang 
tidak memenuhi persyaratan minimum MKBD yang 
berpotensi mengganggu perdagangan saham di 
Bursa  

10% 

 

Persentase perusahaan pembiayaan yang memenuhi 
rasio permodalan  

95% 

Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi 
persyaratan minimum RBC  

93% 

Tingkat Penetrasi Asuransi  1,8% 

Tingkat kepuasan pelanggan yang 
tinggi 

Indeks kepuasan pengguna layanan  3,73 

Regulasi yang menjamin adanya 
kepastian hukum, keadilan dan 
keterbukaan 

Persentase regulasi yang memenuhi asas peraturan 
perundang-undangan yang baik 

95% 

Harmonisasi peraturan perundang-
undangan dengan standar 
internasional 

Persentase pemenuhan Prinsip-prinsip IAS dalam 
Regulasi Pasar Modal 

93% 

Pelaku industri pasar modal dan 
JKNB yang berkualitas 

Persentase pelaku yang memenuhi ketentuan  86,14% 

Persentase pengurus Lembaga Keuangan Non Bank 
yang memenuhi standar kualifikasi 

77% 

Pelayanan terbaik sesuai SOP Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan  100% 

Peningkatan edukasi masyarakat dan 
pelaku ekonomi 

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi   70 
(Efektif) 

Pengawasan terhadap industri pasar 
modal dan JKNB yang optimal 

Persentase pelaksanaan pemeriksaan  100% 

Penegakan hukum yang optimal Persentase sanksi administrasi atas pelanggaran 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal yang obyektif  

97% 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

Persentase penyelesaian  pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangan  

50% 

Pembentukan SDM yang 
berkompetensi tinggi 

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar 
kompetensi jabatannya  

80% 

Persentase jam pelatihan pegawai Bapepam-LK 
terhadap jam kerja   

3% 

Penataan organisasi yang andal Persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko  100% 

Pembangunan TIK yang optimal Persentase penyelesaian  sistem dan aplikasi 100% 

Pengelolaan anggaran yang optimal Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) 80% 

Jumlah Anggaran Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Non Bank : Rp 193.350.000.000,-. 

 Jakarta,        Juni 2011 

Menteri Keuangan,  Ketua Bapepam-LK 

 

 

( Agus D.W. Martowardojo )  ( Nurhaida ) 
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RENCANA KINERJA TAHUNAN 

Unit Organisasi Eselon I  : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Tahun : 2011 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

Industri pasar modal dan Jasa 
Keuangan Non Bank sebagai sumber 
pendanaan yang mudah diakses, 
efisien, dan kompetitif 

Jumlah emiten baru sesuai target 26 

Persentase pertumbuhan dana investasi yang 
dikelola oleh perusahaan asuransi dan perusahaan 
reasuransi 

20% 

Persentase pertumbuhan Investasi Jangka Panjang 
dari Portofolio Investasi Dana Pensiun  

16% 

Industri pasar modal sebagai sarana 
investasi yang menarik dan kondusif 

Persentase pertumbuhan jumlah pemegang Unit 
Penyertaan Reksadana  

0,08% 

Industri pasar modal dan Jasa 
Keuangan Non Bank yang stabil, 
tahan uji dan likuid 

Persentase Perusahaan Efek yang memenuhi MKBD  90% 

Persentase nilai transaksi Perusahaan Efek yang 
tidak memenuhi persyaratan minimum MKBD yang 
berpotensi mengganggu perdagangan saham di 
Bursa  

10% 

Persentase perusahaan pembiayaan yang memenuhi 
rasio permodalan  

95% 

Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi 
persyaratan minimum RBC  

93% 

Tingkat Penetrasi Asuransi  1,8% 

Tingkat kepuasan pelanggan yang 
tinggi 

Indeks kepuasan pengguna layanan  3,73 

Regulasi yang menjamin adanya 
kepastian hukum, keadilan dan 
keterbukaan 

Persentase regulasi yang memenuhi asas peraturan 
perundang-undangan yang baik 

95% 

Harmonisasi peraturan perundang-
undangan dengan standar 
internasional 

Persentase pemenuhan Prinsip-prinsip IAS dalam 
Regulasi Pasar Modal 

93% 

Pelaku industri pasar modal dan 
JKNB yang berkualitas 

Persentase pelaku yang memenuhi ketentuan  86,14% 

Persentase pengurus Lembaga Keuangan Non Bank 
yang memenuhi standar kualifikasi 

77% 

Pelayanan terbaik sesuai SOP Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan  100% 

Peningkatan edukasi masyarakat dan 
pelaku ekonomi 

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi   70 
(Efektif) 

Pengawasan terhadap industri pasar 
modal dan JKNB yang optimal 

Persentase pelaksanaan pemeriksaan  100% 

Penegakan hukum yang optimal Persentase sanksi administrasi atas pelanggaran 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal yang obyektif  

97% 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

Persentase penyelesaian  pelanggaran terhadap 
peraturan perundang-undangan  

50% 

Pembentukan SDM yang 
berkompetensi tinggi 

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar 
kompetensi jabatannya  

80% 

Persentase jam pelatihan pegawai Bapepam-LK 
terhadap jam kerja   

3% 

Penataan organisasi yang andal Persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko  100% 

Pembangunan TIK yang optimal Persentase penyelesaian  sistem dan aplikasi 100% 

Pengelolaan anggaran yang optimal Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) 80% 
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